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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 
 

A. Latar Belakang 
Risiko adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi sasaran perusahaan. Salah satu atribut 
risiko adalah ketidakpastian, baik dari sesuatu yang sudah diketahui maupun dari 
sesuatu yang belum diketahui. Dalam penyusunan strategi yang baik, haruslah juga 
memperhatikan risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam konteks eksternal maupun 
konteks internal perusahaan, dan melakukan antisipasi perlakuan risiko bila memang 
risiko tersebut menjadi kenyataan.  
 
Manajemen risiko perusahaan adalah sebuah upaya yang dilaksanakan oleh Dewan 
Komisaris, Direksi, jajaran manajemen, dan karyawan perusahaan untuk 
mengidentifikasi, menganalisis, mengelola, serta menangani risiko-risiko yang dapat 
mempengaruhi pencapaian sasaran perusahaan. Proses pengelolaan dan penanganan 
risiko ini dilaksanakan dalam batasan selera risiko (risk appetide) yang dapat ditanggung 
perusahaan. Dengan melakukan ini maka dapat diperoleh jaminan atas keyakinan yang 
wajar atas pencapaian keseluruhan sasaran perusahaan. 
 
Penerapan manajemen risiko adalah bagian dari penerapan Good Corporate 
Governance (GCG). Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : 
PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan 
Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara, Direksi wajib 
menyusun manajemen risiko manual dan membangun serta melaksanakan program 
manajemen risiko perusahaan secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan 
program GCG, serta menyampaikan laporan profil manajemen risiko dan 
penanganannya bersamaan dengan laporan berkala perusahaan. Oleh karena itu, 
penerapan manajemen risiko juga perlu dikawal oleh prinsip-prinsip tertentu sehingga 
kongruen dengan penerapan GCG dan bisa berjalan secara efektif.   
 
Tujuan penerapan Manajemen Risiko Perusahaan diyakini mampu untuk : 
1. Memastikan risiko-risiko yang ada di Perusahaan telah diidentifikasi dan dinilai, 

serta telah dibuatkan rencana tindakan untuk meminimalisasi dampak dan 
kemungkinan terjadinya. 

2. Memastikan bahwa rencana tindakan telah dilaksanakan secara efektif dan dapat 
meminimalisasi dampak dan kemungkinan terjadinya risiko. 

3. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen, karena semua risiko yang dapat 
menghambat proses perusahaan telah diidentifikasikan dengan baik, termasuk cara 
untuk mengatasi gangguan kelancaran proses perusahaan telah diantisipasi 
sebelumnya, sehingga bila gangguan tersebut memang terjadi, maka perusahaan 
telah siap untuk menanganinya dengan baik. 
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4. Membantu Manajemen Perusahaan dalam pengambilan keputusan dengan 

menyediakan informasi mengenai risiko-risiko yang ada di Perusahaan, baik risiko 
strategis maupun kegiatan fungsi-fungsi/proses bisnis di Unit Kerja.  

5. Lebih memberikan jaminan yang wajar atas pencapaian sasaran perusahaan karena 
terselenggaranya manajemen yang lebih efektif dan efisien, hubungan dengan 
pemangku kepentingan yang semakin membaik, kemampuan menangani risiko 
perusahaan yang juga meningkat, termasuk risiko kepatuhan dan hukum.  

 
B. Maksud dan Tujuan 

Maksud penyusunan Pedoman ini adalah sebagai panduan dalam membangun dan 
menerapkan tata kelola manajemen risiko pada PT Perkebunan Nusantara VIII, 
selanjutnya disingkat PTPN VIII. 

 
Tujuan penyusunan Pedoman ini adalah:  
1. Memastikan kejelasan struktur tata kelola manajemen risiko perusahaan.  
2. Mengurangi multi interpretasi dengan membangun pemahaman yang sama 

mengenai prinsip-prinsip penanganan risiko. 
 

C. Ruang Lingkup 
Pedoman ini akan menguraikan aspek-aspek dan elemen-elemen yang diperlukan untuk 
membangun dan menerapkan manajemen risiko pada suatu organisasi. Secara umum, 
struktur Pedoman Tata Kelola Manajemen Risiko PTPN VIII ini terdiri dari beberapa 
bagian sebagai berikut: 
 
BAB I : PENDAHULUAN  

Bagian ini berisikan latar belakang diterapkan manajemen risiko di 
perusahaan, tujuan penerapan manajemen risiko, ruang lingkup, maksud 
dan tujuan penyusunan pedoman. Selain itu juga disampaikan landasan 
hukum penyusunan pedoman, dan pengertian.  
 

BAB II : KONTEKS MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN 
Berisikan uraian mengenai visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan dan 
akuntabilitas penerapan manajemen risiko perusahaan.  

 
BAB III : PRINSIP-PRINSIP MANAJEMEN RISIKO  

Berisikan uraian prinsip-prinsip manajemen risiko dan penjelasannya.  
 
BAB IV : KERANGKA KERJA MANAJEMEN RISIKO  

Bagian ini menguraikan secara rinci infra struktur pengelolaan manajemen 
risiko (risk governance structure), secara lengkap dengan tugas dan 
kewenangannya, mulai dari Direksi, Dewan Komisaris, para Risk Owner 
mulai dari pejabat setingkat Kepala Divisi hingga Pemangku Proses. Selain 
itu juga dijelaskan tugas dan kewenangan dari unit kerja yang membidangi 
Manajemen Risiko, Auditor Internal dan Eksternal dalam penerapan 
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manajemen risiko perusahaan. Selain dari infra struktur organisasi, juga 
diuraikan kebijakan operasional manajemen risiko perusahaan yang antara 
lain berisikan tata laksana, komunikasi dan pelaporan manajemen risiko, 
monitoring dan review secara menyeluruh, dan juga bagaimana melakukan 
upaya perbaikan dan peningkatan kerangka kerja manajemen risiko 
perusahaan.  
 

BAB V : PROSES MANAJEMEN RISIKO  
Dalam bagian ini diuraikan secara lebih rinci apa saja yang harus dilakukan 
pada setiap tahapan proses manajemen risiko. Tahapan proses manajemen 
risiko sesuai dengan urutannya adalah pertama Komunikasi dan Konsultasi; 
kedua Penetapan Konteks; ketiga Penilaian Risiko dimana tahapan ini terdiri 
dari tiga sub-tahapan yaitu Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi 
Risiko; keempat Perlakuan Risiko dan kelima adalah Monitoring dan Review.  
 

BAB VI : IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN  
Bagian ini berisikan persiapan untuk penerapan manajemen risiko secara 
menyeluruh di perusahaan dan memastikan bahwa semua infra struktur 
penerapan manajemen risiko telah siap, proses manajemen perubahan dan 
pelatihan telah dilaksanakan dengan baik, dll. Selain itu juga memberikan 
panduan untuk penerapan pada tingkat individu dan tingkat kelompok 
kerja, panduan penerapan untuk tingkat unit kerja dan tingkat unit bisnis 
serta panduan penerapan untuk risiko tingkat perusahaan. 

 
D. Pengertian 

Untuk menghindari kerancuan dari berbagai macam standar yang digunakan, maka 
dalam Pedoman ini mengacu pada istilah dan definisi yang digunakan pada ISO GUIDE 
73:2009 Risk Management – Vocabulary yang menjadi standar internasional istilah 
untuk manajemen risiko. Dalam pedoman ini tidak semua istilah yang tercantum dalam 
ISO GUIDE 73:2009 akan dituliskan secara lengkap, tetapi terbatas sesuai dengan 
kebutuhan penggunaan dalam pedoman ini saja.  

 
Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan :              
1. Risiko (risk) adalah dampak ketidakpastian pada sasaran.  
2. Manajemen risiko adalah upaya organisasi yang terkoordinasi untuk mengarahkan 

dan mengendalikan risiko.  
3. Rencana manajemen risiko adalah pola atau skema dalam kerangka manajemen 

risiko yang menunjukkan pendekatan yang akan diterapkan dalam mengelola risiko 
antara lain, pendekatan yang digunakan, komponen-komponen manajemen 
termasuk teknik manajemen risiko yang digunakan, sumber daya yang akan dipakai 
dalam mengelola risiko.  

4. Pemilik Risiko (risk owner) adalah orang atau suatu entitas yang mempunyai 
akuntabilitas dan kewenangan untuk mengelola suatu risiko.  
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5. Sumber risiko (source of risk) adalah segala sesuatu yang baik sendiri ataupun 
bersama-sama mempunyai potensi yang melekat (intrinsic) untuk menimbulkan 
terjadinya risiko.  

6. Dampak (consequence) adalah akibat dari suatu peristiwa yang mempengaruhi 
sasaran.  

7. Kemungkinan (likelihood) adalah kemungkinan terjadinya sesuatu.  
Catatan: Perlu dibedakan antara likelihood dengan probability. Terminologi 
probabilitas adalah istilah matematik, terutama statistik, sehingga dalam 
menggunakannya perlu diperhatikan kaidah-kaidah matematik terkait. Istilah 
likelihood atau kemungkinan adalah istilah yang lebih umum dan tidak terkait 
dengan kaidah matematik, sehingga dalam menentukan ukurannya dapat lebih 
bebas, baik subyektif, kualitatif ataupun kuantitatif, frekwensi atau juga dengan 
probabilitas (selama kaidah matematiknya dipenuhi).  

8. Profil risiko adalah gambaran atau uraian dari suatu kelompok risiko. (Catatan: 
kelompok risiko ini dapat berisikan risiko-risiko yang terkait dengan seluruh 
organisasi, hanya sebagian dari organisasi, atau dari suatu proyek/proses).  

9. Kriteria risiko adalah kerangka acuan untuk mengukur besaran risiko yang akan 
dievaluasi.  

10. Perlakuan risiko adalah proses untuk merubah risiko (Catatan: pada dasarnya 
upaya perlakuan risiko dilakukan melalui mengurangi kemungkinan terjadinya risiko 
atau/dan mengurangi dampak risiko, bila risiko tersebut terjadi).  

11. Pengendalian adalah upaya-upaya untuk merubah risiko.  
12. Risiko tersisa adalah risiko yang masih tersisa setelah dilakukan perlakuan risiko.  
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BAB II 
KONTEKS MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN 

 
 
A. VISI 

Terimplementasinya budaya sadar risiko dan pelaksanaan pengelolaan risiko di 
perusahaan secara menyeluruh, terstruktur dan terintegrasi dalam rangka mencapai 
tujuan utama perusahaan.  

 
B. MISI 

Merubah cara penanganan risiko yang semula secara parsial (silo) menjadi terintegrasi 
seluruh organisasi dengan membangun suatu pemahaman yang sama tentang prinsip-
prinsip penanganan risiko, suatu landasan kerangka kerja yang akan menjadi dasar bagi 
penanganan setiap risiko, urutan proses penanganan risiko, pemahaman tentang teknik 
dan metoda penanganan risiko, proses pelaporan serta monitoring & review untuk 
keseluruhan proses penanganan risiko di seluruh organisasi. 

 
C. SASARAN 

Pencapaian tingkat penerapan manajemen risiko dengan mengacu pada target kinerja 
penerapan manajemen risiko yang telah ditetapkan sebagaimana Lampiran 1 Tingkat 
Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (Maturity Level). 

 
D. STRATEGI 

Strategi yang ditempuh perusahaan agar implementasi manajemen risiko dapat 
berjalan dengan baik: 
1. Membangun komitmen dari Direksi dan Pimpinan Unit Kerja untuk memberikan 

dukungan penuh terhadap penerapan Manajemen Risiko Perusahaan; 
2. Menyusun dan menetapkan struktur tata kelola risiko (risk governance structure) 

yang sesuai di perusahaan dipimpinnya, serta menetapkan struktur akuntabilitas 
hingga level yang terendah;  

3. Penunjukan Champion yang bertanggung jawab untuk mendorong pelaksanaan 
penerapan manajemen risiko secara meluas ke seluruh organisasi. Champion ini 
dapat berupa penunjukan fungsi Manajemen Risiko tersendiri dan juga para 
individu pada setiap Unit Kerja dengan penugasan khusus untuk menjadi fasilitator 
penerapan manajemen risiko pada unit kerjanya;  

4. Penetapan secara jelas bahwa akuntabilitas pengelolaan risiko tetap berada pada 
para pemangku risiko (risk owner) dan bukan ke para Champion. Untuk itu maka 
Pimpinan Unit Kerja adalah pemangku risiko pada unit kerja tersebut dan juga 
menjadi Penanggung Jawab dalam melakukan pengelolaan risiko pada unit 
kerjanya. Demikian secara berjenjang hingga sampai pada penanggungjawab 
proses. Tugas para Champion lebih sebagai fasilitator untuk penerapan manajemen 
risiko;  
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5. Penyusunan infrastruktur organisasi sebagai unit untuk mendorong penerapan 
manajemen risiko ke seluruh organisasi, termasuk di dalamnya akuntabilitas 
penerapan tersebut pada setiap tingkatan dalam organisasi;  

6. Menyediakan sumber daya yang diperlukan dan memadai dalam arti tenaga ahli, 
pelatihan, dana, sarana fisik, peralatan, dan waktu yang diperlukan untuk 
melaksanakan manajemen risiko dengan baik;  

7. Memastikan keselarasan program manajemen risiko dengan strategi perusahaan, 
sekaligus menentukan ukuran kinerja pencapaian sasaran manajemen risiko;  

8. Menerapkan proses Manajemen Risiko Perusahaan yang telah berhasil digunakan 
oleh perusahaan lain atau sejenis (best practice);  

9. Menerapkan seluruh Kebijakan Manajemen Risiko perusahaan secara konsisten dan 
berkelanjutan sehingga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses 
manajemen Perusahaan;   

10. Melakukan pengembangan kompetensi dan proses pembelajaran Manajemen 
Risiko Perusahaan secara berkesinambungan; 

11. Melakukan pengembangan struktur organisasi Perusahaan yang dapat mendukung 
penerapan Manajemen Risiko Perusahaan;  

12. Membangun budaya peduli Risiko di seluruh proses manajemen Perusahaan 
melalui antara lain komunikasi kebijakan dan implementasi Manajemen Risiko 
Perusahaan secara berkesinambungan. 

 
E. KEBIJAKAN 

1. Menerapkan manajemen risiko perusahaan sebagai perwujudan penerapan tata 
kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) secara konsisten dan 
berkelanjutan. Manajemen risiko perusahaan diterapkan untuk meminimalisasi 
segala kemungkinan kejadian yang dapat berakibat buruk terhadap pencapaian 
sasaran Perusahaan. 

2. Penerapan manajemen risiko perusahaan mengacu pada kerangka kerja ISO 31000 
: 2009. 

3. Untuk mendukung agar pelaksanaan proses manajemen risiko perusahaan dapat 
berjalan dengan baik, maka perusahaan akan melakukan pengembangan 
lingkungan internal yang mendukung penerapan Manajemen Risiko Perusahaan, 
meliputi antara lain komitmen dan dukungan Manajemen, penetapan prinsip, 
strategi umum, dan kebijakan penerapan manajemen risiko, pembentukan fungsi 
atau unit kerja yang bertugas untuk mengkoordinir dan melakukan supervisi atas 
pengelolaan Manajemen Risiko Perusahaan, pengembangan Manajemen Risiko 
Perusahaan sebagai bagian dari keseluruhan proses manajemen Perusahaan, 
pengembangan budaya risiko, pengembangan kompetensi, serta pengembangan 
kebijakan-kebijakan lain yang mendukung. 

4. Seluruh jajaran manajemen Perusahaan memiliki tanggung jawab dan kewajiban 
untuk menerapkan Manajemen Risiko Perusahaan dalam mengelola seluruh 
aktivitas di unit kerja yang dipimpinnya. 
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F. AKUNTABILITAS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN 

Penetapan secara jelas bahwa akuntabilitas tertinggi untuk penerapan manajemen 
risiko berada pada Direksi, secara lebih khusus pada Direktur Utama atau anggota 
Direksi lainnya yang ditunjuk, serta berada pada para pemangku risiko (risk owner) dan 
bukan ke para Champion. 
Secara umum pihak-pihak yang terlibat dalam penerapan Kebijakan Manajemen Risiko 
Perusahaan adalah sebagai berikut: 
1. Direksi sebagai Komite Risiko dan Pimpinan Perusahaan adalah penanggungjawab 

utama penerapan manajemen risiko pada Perseroan. 
2. Dewan Komisaris adalah Pengawas Tertinggi dalam pelaksanaan pengawasan 

(monitoring dan review) pelaksanaan penerapan manajemen risiko pada 
Perseroan. 

3. Sekretaris Perusahaan selaku unit pengelola risiko dan bertugas mengkoordinir 
seluruh unit kerja dalam setiap tahapan implementasi manajemen risiko. 

4. Divisi/Unit Kerja yang membidangi Audit Internal bertugas untuk melaksanakan 
pengawasan atas setiap pelaksanaan rencana perlakuan risiko setiap unit kerja. 

5. Pimpinan Unit Kerja bertanggung jawab atas pengelolaan risiko pada masing-
masing unit kerjanya. 

6. Seluruh karyawan berkewajiban mengimplementasikan seluruh tahapan 
manajemen risiko dengan mengacu kepada pedoman ini. 
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BAB III 
PRINSIP-PRINSIP MANAJEMEN RISIKO 

 
 
1. Manajemen risiko melindungi dan menciptakan nilai tambah.  

Manajemen risiko memberikan kontribusi melalui peningkatan kemungkinan 
pencapaian sasaran perusahaan secara nyata. Selain itu, juga memberikan perbaikan 
dalam aspek keselamatan, kesehatan kerja, kepatuhan terhadap peraturan 
perundangan, perlindungan lingkungan hidup, persepsi publik, kualitas produk, 
reputasi, corporate governance, efisiensi operasi, dan lain-lain.  
 

2. Manajemen risiko adalah bagian terpadu dari proses organisasi.  
Manajemen risiko merupakan bagian dari tanggung jawab manajemen dan merupakan 
bagian tak terpisahkan dari proses organisasi, proyek, dan manajemen perubahan. 
Manajemen risiko bukanlah suatu aktivitas yang berdiri sendiri dan terpisah dari 
kegiatan serta proses organisasi dalam mencapai sasaran. 
 

3. Manajemen risiko adalah bagian dari proses pengambilan keputusan.  
Manajemen risiko membantu para pengambil keputusan untuk mengambil keputusan 
atas dasar pilihan-pilihan yang tersedia dengan informasi yang selengkap mungkin. 
Manajemen risiko dapat membantu menentukan prioritas tindakan dan membedakan 
berbagai alternatif tindakan. Manajemen risiko dapat membantu menunjukkan semua 
risiko yang ada, mana risiko yang dapat diterima dan mana risiko yang memerlukan 
perlakuan lebih lanjut. Manajemen risiko juga memantau apakah perlakuan risiko yang 
telah diambil memadai dan cukup efektif atau tidak. Informasi ini merupakan bagian 
dari proses pengambilan keputusan.  
 

4. Manajemen risiko secara khusus menangani aspek ketidakpastian.  
Manajemen risiko secara khusus menangani aspek ketidakpastian dalam proses 
pengambilan keputusan. Ia memperkirakan bagaimana sifat ketidakpastian dan 
bagaimanakah hal tersebut harus ditangani.  
 

5. Manajemen risiko bersifat sistematik, terstruktur, dan tepat waktu.  
Sifat sistematik, terstruktur, dan tepat waktu yang digunakan dalam pendekatan 
manajemen risiko inilah yang memberikan kontribusi terhadap efisiensi dan konsistensi 
manajemen risiko. Dengan demikian, hasilnya dapat dibandingkan dan memberikan 
hasil serta perbaikan.  

 
6. Manajemen risiko berdasarkan pada informasi terbaik yang tersedia.  

Masukan dan informasi yang digunakan dalam proses manajemen risiko didasarkan 
pada sumber informasi yang tersedia, seperti pengalaman, observasi, perkiraan, 
penilaian ahli, dan data lain yang tersedia. Akan tetapi, tetap harus disadari bahwa 
semua informasi ini mempunyai keterbatasan yang harus dipertimbangkan dalam 
proses pengambilan keputusan, baik dalam membuat model risiko maupun perbedaan 
pendapat yang mungkin terjadi di antara para ahli. 
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7. Manajemen risiko adalah khas untuk penggunanya (tailored).  

Manajemen risiko harus diselaraskan dengan konteks internal dan eksternal organisasi, 
serta sasaran organisasi dan profil risiko yang dihadapi organisasi tersebut.Termasuk 
dalam pengertian ini adalah disesuaikan dengan kebutuhan dari para pemangku risiko 
dalam organisasi tersebut.  
 

8. Manajemen risiko mempertimbangkan faktor manusia dan budaya.  
Penerapan manajemen risiko haruslah menemukenali kapabilitas organisasi, persepsi 
dan tujuan masing-masing individu di dalam serta di luar organisasi, khususnya yang 
menunjang atau menghambat pencapaian sasaran organisasi.  
 

9. Manajemen risiko harus transparan dan inklusif.  
Untuk memastikan bahwa manajemen risiko tetap relevan dan terkini, para pemangku 
kepentingan dan pengambil keputusan di setiap tingkatan organisasi harus dilibatkan 
secara efektif. Keterlibatan ini juga harus memungkinkan para pemangku kepentingan 
terwakili dengan baik dan mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pendapat 
serta kepentingannya, terutama dalam merumuskan kriteria risiko.  
 

10. Manajemen risiko bersifat dinamis, berulang, dan tanggap terhadap perubahan.  
Ketika terjadi peristiwa baru, baik di dalam maupun di luar organisasi, konteks 
manajemen risiko dan pemahaman yang ada juga mengalami perubahan. Dalam situasi 
semacam inilah tahapan monitoring dan review berperan memberikan kontribusi. 
Risiko baru pun muncul, ada yang berubah, ada juga yang menghilang. Oleh karena itu, 
menjadi tugas manajemen untuk memastikan bahwa manajemen risiko senantiasa 
memperhatikan, merasakan, dan tanggap terhadap perubahan.  
 

11. Manajemen risiko harus memfasilitasi terjadinya perbaikan dan peningkatan 
organisasi secara berlanjut.  
Manajemen organisasi harus senantiasa mengembangkan dan menerapkan perbaikan 
strategi manajemen risiko serta meningkatkan kematangan dan kecanggihan 
pelaksanaan manajemen risiko, sejalan dengan aspek lain dari organisasi. 
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BAB IV 
KERANGKA KERJA MANAJEMEN RISIKO 

 
 
Untuk membantu mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam sistem manajemen PTPN 
VIII (Persero), manajemen risiko harus diletakkan dalam suatu kerangka kerja manajemen 
risiko.  Kerangka kerja manajemen risiko adalah sekumpulan perangkat organisasi yang 
menyediakan landasan bagi perencanaan, penerapan, monitor dan review serta perbaikan 
berkesinambungan manajemen risiko bagi seluruh organisasi. Kerangka kerja ini akan 
menjadi dasar dan penataan pengelolaan risiko di PTPN VIII (Persero) secara efektif melalui 
penerapan proses manajemen risiko dalam berbagai tingkatan organisasi dan dalam konteks 
spesifik organisasi tersebut. 
 
Penerapan manajemen risiko PTPN VIII (Persero) mengacu pada kerangka kerja ISO 31000 : 
2009 dengan pertimbangan bahwa kerangka ini lebih praktis, bersifat generik dan sejalan 
dengan struktur organisasi serta bentuk badan hukum perusahaan yaitu perusahaan 
perseroan yang pengaturannya mengacu pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 
tentang Perseroan Terbatas. Kerangka Kerja Manajemen Risiko PTPN VIII (Persero) adalah 
sebagaimana pada Gambar 1. 
 

 
 

Gambar 1. Kerangka Kerja Manajemen Risiko 
 

Skema diatas menunjukkan gambaran mengenai pelaksanaan tata kelola manajemen risiko 
(risk governance structure). Tata kelola manajemen risiko yang baik terdiri dari 3 (tiga) 
aspek, yaitu Aspek Struktural, Aspek Operasional dan Aspek Perawatan. 
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A. ASPEK STRUKTURAL 

Aspek Struktural adalah sejumlah tindakan yang harus diambil untuk membentuk 
kebijakan dan struktur untuk melaksanakan tata kelola manajemen risiko. Aspek 
Struktural memastikan arah penerapan, struktur organisasi penerapan dan akuntabilitas 
pelaksanaan manajemen risiko dalam organisasi, penyediaan sumber daya, dan 
sebagainya.  
 

Aspek Struktural dari tata kelola manajemen risiko, terdiri dari: 
1. Mandat dan Komitmen 

Dalam Undang-undang Perseroan Terbatas yang memperoleh mandat untuk 
menjalankan tugas pengurusan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan 
maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di 
luar pengadilan adalah Direksi. Sebagai konsekuensi logis dari tugas tersebut, maka 
Direksi memikul tanggung jawab kepada Perseroan, Pemegang Saham serta 
pemangku kepentingan lainnya. Sedangkan Dewan Komisaris mempunyai tugas 
melakukan pengawasan atas kebijakan dan jalannya pengurusan Perseroan serta 
pemberian nasihat kepada Direksi. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris 
lebih bersifat internal sehingga Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada 
Perseroan dan Pemegang Saham. 
 

Dari uraian di atas jelas bahwa Direksi dan Dewan Komisaris wajib memastikan 
bahwa maksud, tujuan dan kepentingan Perseroan dapat tercapai dan tidak 
terganggu oleh peristiwa apapun. Dengan demikian terkait dengan penerapan 
manajemen risiko, maka Direksi adalah penanggung jawab utama penerapan 
manajemen risiko pada Perseroan, sedangkan Dewan Komisaris adalah pengawas 
dalam pelaksanaan pengawasan (monitoring dan review) pelaksanaan penerapan 
manajemen risiko pada Perseroan. 
 

Penerapan manajemen risiko yang efektif dan berkelanjutan memerlukan 
komitmen yang kuat dan dukungan yang terus menerus dari manajemen 
perusahaan. Untuk itu, diperlukan perencanaan yang matang dan strategi yang 
tepat dalam pelaksanaannya. Guna melaksanakan hal ini maka manajemen harus: 
a. Mengartikulasikan dengan jelas pentingnya manajemen risiko bagi perusahaan 

dan menetapkan kebijakan manajemen risiko. 
b. Menetapkan indikator kinerja manajemen risiko yang selaras dengan indikator 

kinerja perusahaan. 
c. Memastikan bahwa sasaran manajemen risiko selaras dengan strategi dan 

sasaran perusahaan. 
d. Memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. 
e. Menugaskan secara jelas dan dengan akuntabilitas serta tanggung jawab unit 

manajemen risiko pada tingkatan yang memadai. 
f. Memastikan bahwa tersedia alokasi sumber daya yang cukup untuk kegiatan 

manajemen risiko. 
g. Mengkomunikasikan manfaat manajemen risiko ke seluruh pemangku 

kepentingan terkait. 
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h. Memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko senantiasa berfungsi 
dengan baik. 

 
2. Perencanaan Kerangka Kerja Manajemen Risiko 

Perencanaan kerangka kerja manajemen risiko pada dasarnya meliputi 2 (dua) 
aspek, yaitu aspek pemahaman terhadap konteks organisasi dan aspek tata kelola 
manajemen risiko. 
a. Aspek pemahaman organisasi dan konteksnya. 

Proses memahami organisasi dan konteksnya merupakan landasan untuk mulai 
menerapkan manajemen risiko terintegrasi. Proses ini pada dasarnya terdiri 
dari 3 (tiga) aspek, yaitu:  
1) Pemahaman sasaran organisasi 

Memahami visi, misi dan sasaran perusahaan serta penjabarannya menjadi 
sasaran fungsional masing-masing unit kerja.  

2) Pemahaman konteks eksternal, yaitu lingkungan eksternal perusahaan 
antara lain meliputi: 
a) Pemahaman terhadap kepentingan, persepsi dan penilaian dari para 

pemangku kepentingan terhadap perusahaan dan juga sebaliknya. 
b) Pemahaman terhadap pengaruh lingkungan budaya, social, politik, 

ekonomi, hukum, kondisi alam dan lain-lain atas pencapaian sasaran 
perusahaan. 

c) Kecenderungan (trend) dan hal lain-lain di luar perusahaan yang dapat 
mempengaruhi pencapaian sasaran perusahaan, seperti situasi politik 
nasional, perkembangan situasi ekonomi dunia, bencana alam, kondisi 
cuaca, dsb. 

3) Pemahaman konteks internal, yaitu lingkungan internal perusahaan  
antara lain meliputi: 
a) Kapabilitas organisasi, meliputi sumber daya yang dimiliki perusahaan 

(SDM, tekologi, modal, informasi, dll). 
b) Strategi, kebijakan dan proses bisnis dalam mencapai sasaran 

perusahaan. 
c) Struktur pengelolaan organisasi dan proses pengambilan keputusan 

maupun proses alur informasi. 
d) Standar-standar dan model acuan yang digunakan dalam proses bisnis 

perusahaan. 
e) Pemahaman nilai dan persepsi pemangku kepentingan internal 

perusahaan. 
 

b. Aspek tata kelola manajemen risiko 
1) Kebijakan manajemen risiko 

Kebijakan manajemen risiko merupakan merupakan pernyataan komitmen 
secara tertulis oleh Direksi dan Dewan Komisaris untuk menerapkan 
manajemen risiko dan sasaran yang ingin dicapai dengan penerapan 
manajemen risiko. Hal penting yang perlu disampaikan dalam pernyataan 
kebijakan manajemen risiko perusahaan adalah:  
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a) Hubungan antara kebijakan manajemen risiko dengan sasaran 
organisasi serta kebijakan lainnya; 

b) Alasan penerapan manajemen risiko;  
c) Kejelasan akuntabilitas dan tanggung jawab pelaksanaan manajemen 

risiko, termasuk infrastruktur pelaksanaannya;  
d) Kemampuan perusahaan dalam menerima risiko (risk appetide) dan 

jenis risiko yang tidak dapat diterima; 
e) Penyediaan sumber daya untuk menerapkan manajemen risiko.  
f) Penentuan standar atau metode manajemen risiko yang akan 

digunakan;  
g) Pengukuran dan pelaporan kinerja manajemen risiko; 
h) Komitmen untuk melakukan review dan verifikasi secara berkala 

terhadap kebijakan dan kerangka kerja manajemen risiko serta 
perbaikannya secara berlanjut.  

 

2) Akuntabilitas 
Hal yang terpenting dalam penyusunan infrastruktur organisasi dalam 
pengelolaan manajemen risiko adalah kejelasan dari akuntabilitas dan 
tanggung jawab untuk mendorong pelaksanaan manajemen risiko di 
perusahaan.  
a) Pemilik risiko  

Pemilik risiko adalah orang atau entitas yang dengan akuntabilitas dan 
kewenangan untuk mengelola risiko. Akuntabilitas adalah tanggung 
gugat atas hasil dari suatu tindakan atau keputusan. Hal ini juga 
termasuk kegagalan untuk bertindak atau membuat keputusan, 
termasuk juga kewajiban untuk menjawab atas tindakan atau 
keputusan yang diambil. Tanggung jawab adalah kewajiban untuk 
melaksanakan tugas atau keputusan atau mengawasi orang lain sesuai 
dengan arahan yang diterima, atau melaksanakan kewajiban untuk 
bertindak atau kewajiban menjalankan perintah. 
 

Risiko berkaitan erat dengan kejelasan sasaran. Pemilik sasaran adalah 
pemilik risiko. Sasaran terdapat pada setiap tingkatan organisasi dan 
dalam setiap proses bisnis organisasi. Dalam setiap proses bisnis 
terdapat potensi risiko yang dapat mengakibatkan kesalahan atau 
kegagalan proses. Dengan demikian semua pemilik sasaran kerja 
dalam organisasi adalah pemilik risiko (semua karyawan adalah 
pemilik risiko) sebagaimana terlihat pada Tabel Hierarkhi Sasaran di 
bawah ini. 

Tabel 1. Hierarkhi Sasaran 
Hierarkhi Sasaran Pemilik Risiko & KPI 

Sasaran Perusahaan Direksi dan Dewan Komisaris 

Sasaran Direktorat Direktur 

Sasaran Divisi/Kebun/Unit Kepala Divisi/Manajer dan jabatan setingkat lainnya  

Sasaran Urusan/Kepala Bidang Kepala Sub Divisi/Kepala Tanaman/ Kepala 
Administrasi dan jabatan setingkat lainnya 

Sasaran Kinerja Individu Karyawan 
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b) Struktur Tata Kelola Risiko (Risk Governance Structure) 

Setiap organisasi harus menyusun infrastruktur organisasi manajemen 
risiko sesuai dengan kebutuhannya dan jenis-jenis risiko yang 
dihadapinya. Infrastruktur organisasi yang diperlukan untuk 
mendorong pelaksanaan manajemen risiko di perusahaan, antara lain: 
(1) Direksi 

Direksi adalah penanggung jawab utama pelaksanaan manajemen 
risiko. Dalam penerapan manajemen risiko, Direksi memiliki 2 
(dua) peran yaitu sebagai Pimpinan Perusahaan dan sebagai 
Komite Risiko: 
 
Sebagai Pimpinan Perusahaan, Direksi bertanggung jawab untuk 
menetapkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan Manajemen 
Risiko Perusahaan dan memastikan proses Manajemen 
Perusahaan diimplementasikan pada seluruh proses manajemen 
Perusahaan. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Direksi 
sebagai Pimpinan Perusahaan melakukan kegiatan-kegiatan 
sebagai berikut: 
(a) Menciptakan situasi yang kondusif untuk melaksanakan 

manajemen risiko melalui penetapan prinsip, strategi umum, 
dan kebijakan penerapan manajemen risiko. Hal ini 
merupakan pernyataan sikap dan arah organisasi dalam 
menerapkan manajemen risiko. 

(b) Menyusun dan menetapkan risk governance structure yang 
sesuai dengan organisasi yang dipimpinnya, serta 
menetapkan struktur akuntabilitas hingga level yang 
terendah. 

(c) Menetapkan “bahasa dan terminologi” manajemen risiko 
baku yang akan digunakan di dalam organisasi, antara lain 
dengan menetapkan jenis standar manajemen risiko yang 
akan digunakan. 

(d) Menyediakan sumber daya yang memadai untuk 
pengembangan kapabilitas organisasi dalam mengelola risiko 
dengan baik, meliputi tenaga ahli, pelatihan, dana, sarana 
fisik, peralatan, dan waktu yang diperlukan. 

(e) Memastikan keselarasan program manajemen risiko dengan 
budaya perusahaan. 

(f) Memastikan keselarasan sasaran manajemen risiko dengan 
sasaran perusahaan.  

(g) Menetapkan indikator kinerja manajemen risiko yang selaras 
dengan indikator kinerja organisasi. 

(h) Mengkomunikasikan manfaat manajemen risiko dalam 
pencapaian sasaran perusahaan; 
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(i) Menetapkan model potensi risiko utama dan risiko utama 

nyata yang dihadapi perusahaan untuk memfokuskan sasaran 
penanganan manajemen risiko. 

(j) Memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko selalui 
sesuai dengan kebutuhan organisasi dan berjalan efektif, 
melalui pemantauan dan kajian secara berkala. 

(k) Memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan 
perundangan. 

 
Sebagai Komite Risiko, Direksi bertanggung jawab dalam 
memutuskan risiko-risiko yang masuk ke dalam Risk Register 
Perusahaan, Risk Appetite, serta perencanaan terhadap 
penanganan risiko yang termasuk dalam Risk Register 
Perusahaan. Untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud di atas, Direksi sebagai Komite Risiko bertanggung 
jawab langsung kepada Direktur Utama  dalam melakukan 
kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
(a) mereview usulan risiko-risiko yang masuk dalam Risk Register 

Perusahaan. 
(b) mereview Risk Profile Perusahaan dan perubahannya setiap 

tahun. 
(c) mereview usulan Risk Appetite Perusahaan. 
(d) mereview usulan rencana penanganan risiko yang termasuk 

dalam Risk Register Perusahaan. 
 

(2) Dewan Komisaris 
Tugas Dewan Komisaris dalam penerapan manajemen risiko 
antara lain: 
(a) Memantau pelaksanaan komitmen Direksi dalam penerapan 

manajemen risiko telah terlaksana dan pembentukan budaya 
sadar risiko berjalan dengan baik. 

(b) Memantau secara spesifik perlakuan risiko-risiko tingkat 
korporasi yang dapat membahayakan kelangsungan hidup 
perseroan. 

(c) Memantau perubahan lingkungan yang mempunyai dampak 
pada perseroan dan tindakan antisipasi yang dilakukan. 

(d) Memantau efek berantai dari suatu risiko dan memastikan 
penanganan yang dilakukan.   

(e) Melakukan benchmarking dengan perusahaan lain dalam 
penerapan manajemen risiko. 
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(3) Komite Pemantau Risiko 

Komite Pemantau Risiko adalah organ Dewan Komisaris yang 
membantu melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan 
penerapan manajemen risiko pada perusahaan.  
Tugas Pokok Komite Pemantau Risiko: 
(a) Membantu Dewan Komisaris untuk melakukan penilaian 

risiko dan manajemen risiko serta menelaah kecukupan, 
kelengkapan dan implementasi yang efektif terhadap proses 
manajemen risiko perusahaan. 

(b) Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas risiko 
yang dihadapi dalam setiap tahapan proses bisnis perusahaan 
dan saran-saran langkah mitigasi, baik yang preventif maupun 
yang kuratif. 

(c) Mengkaji kembali usulan Direksi dan memberikan 
rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap usulan 
rencana investasi perusahaan, penyertaan/pelepasan modal 
pada badan usaha lain, kerjasama dengan pihak ketiga, 
penarikan dan pemberian pinjaman, penghapusan piutang, 
pinjam pakai aset dan lain-lain. 

(d) Melakukan identifikasi atas berbagai kegiatan yang dapat 
menimbulkan berbagai risiko, kekuatan, ancaman dan 
kelemahan yang dihadapi perusahaan dalam persaingan 
usaha. 

(e) Melakukan evaluasi atas hasil kinerja dari proyek 
pengembangan usaha dan investasi, baik berbentuk 
kerjasama maupun usaha sendiri. 

(f) Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian 
Dewan Komisaris dan melakukan tugas-tugas yang diberikan 
Dewan Komisaris lainnya. 

 
(4) Komite Risiko 

Komite Risiko adalah Komite yang dipimpin oleh Direktur Utama 
atau Direktur yang ditunjuk untuk itu, dan berfungsi untuk 
menetapkan kebijakan, strategi penerapan manajemen risiko 
untuk seluruh perusahaan. Selain itu Komite ini mempunyai 
anggota dari masing-masing Direktorat, untuk melakukan 
pemantauan dari pelaksanaan penerapan manajemen risiko dan 
mengambil keputusan terhadap usulan perlakuan risiko yang 
berdampak bagi seluruh perusahaan. Semua pengesahan manual, 
prosedur dan tata laksana penerapan manajemen risiko 
dilaksanakan melalui Komite Risiko ini.  
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(5) Unit Pengelola Manajemen Risiko 

Fungsi Manajemen Risiko adalah unit yang menjadi Champion 
dalam penerapan manajemen risiko perusahaan dan menyusun 
segala manual dan prosedur serta tata laksana dan pelaporan 
penerapan manajemen risiko perusahaan. Unit ini juga melakukan 
komunikasi berkala dan pelaporan penerapan manajemen risiko 
perusahaan. Unit ini juga menyelenggarakan pelatihan bagi para 
champion yang berada pada tiap unit kerja dalam perusahaan. 
 
Tugas Pokok Unit Manajemen Risiko 
Sekretaris Perusahaan sebagai Unit Pengelola Risiko, dalam 
rangka penerapan Kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan 
mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan mensupervisi 
implementasi kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan dan 
Penanganan risiko, serta memastikan tingkat risiko telah 
memenuhi tingkat risiko yang diharapkan perusahaan. 
 
Untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud  di atas, 
Sekretaris Perusahaan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai 
berikut: 
(a) menyusun Kebijakan Risiko Perusahaan dan kebijakan-

kebijakan yang terkait lainnya untuk ditetapkan oleh Direksi 
Perusahaan. 

(b) melakukan review dan menilai efektivitas implementasi 
kebijakan-kebijakan yang terkait Manajemen Risiko 
Perusahaan memiliki kebijakan yang diimplementasikan 
secara efektif. 

(c) melakukan koordinasi proses penetapan tujuan, identifikasi 
kejadian dan penilaian risiko di tingkat Korporasi dan seluruh 
Unit Kerja. 

(d) melakukan koordinasi perencanaan terhadap penanganan 
risiko bekerja sama dengan unit-unit terkait. 

(e) membuat usulan Risk Register Perusahaan, Risk Appetite dan 
tingkat risiko yang diharapkan Perusahaan (expected risk), 
serta perencanaan terhadap penanganan risiko untuk risiko-
risiko yang termasuk dalam Risk Register Perusahaan, untuk 
diajukan kepada Komite Risiko.  

(f) melakukan aktivitas pengendalian terhadap implementasi 
rencana penanganan risiko yang dilakukan oleh masing-
masing risk owner serta berkoordinasi dengan Unit Audit 
Internal untuk hal-hal yang dianggap perlu. 

(g) mengkomunikasikan seluruh proses manajemen risiko ke 
seluruh Unit Kerja sehingga tujuan dari implementasi 
Manajemen Risiko Perusahaan tercapai. 
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(h) melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Manajemen 
Risiko Perusahaan di seluruh Unit Kerja, serta berkoordinasi 
dengan Unit Audit Internal untuk hal-hal yang dianggap perlu. 

(i) memelihara Risk Register Perusahaan dan Perubahannya. 
(j) mempersiapkan Risk Profile Perusahaan setiap tahun dan 

melaporkannya kepada Direksi dan Komite Risiko.  
(k) membuat Laporan Pelaksanaan dan Perkembangan 

Manajemen Risiko Perusahaan secara berkala terhadap 
Direksi dan Komite Risiko. 

(l) memberikan masukan kepada Unit Audit Internal dalam 
melaksanakan audit. 

 
(6) Tugas Pokok Unit Audit Internal  

Unit Audit Internal dalam rangka penerapan Kebijakan 
Manajemen Risiko Perusahaan mempunyai tugas pokok 
memberikan opini yang independen kepada Direksi, Komite Risiko 
dan Sekretaris Perusahaan sebagai Unit Pengeloa Risiko terhadap 
efektivitas penanganan risiko dan mendukung dalam 
pengembangan, implementasi dan evaluasi proses Manajemen 
Risiko Perusahaan; 
 
Untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud  di atas, 
Unit Audit Internal melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
(a) melakukan audit terhadap efektivitas pelaksanaan 

penanganan risiko. 
(b) memberikan masukan terhadap pelaksanaan proses 

Manajemen Risiko Perusahaan. 
(c) memberikan saran dan rekomendasi kepada Direksi 

Perusahaan, Komite Risiko dan Sekretaris Perusahaan sebagai 
Unit  Kerja Pengelola Risiko terhadap hasil audit. 

 
(7) Tugas Pokok Pimpinan Unit Kerja 

Pimpinan Unit Kerja dalam rangka penerapan Kebijakan 
Manajemen Risiko Perusahaan mempunyai tugas pokok 
melaksanakan dan mensupervisi seluruh proses Manajemen 
Risiko Perusahaan pada Unit Kerja yang dipimpinnya; 
 
Untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud  di atas, 
Pimpinan Unit Kerja melakukan kegiatan-kegiatan sebagai           
berikut : 
(a) memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan telah 

melalui proses Manajemen Risiko Perusahaan. 
(b) melakukan penetapan tujuan, identifikasi kejadian dan 

penilaian risiko, serta perencanaan penanganannya. 
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(c) memelihara Risk Register yang menjadi tanggung jawab Unit 
Kerjanya masing-masing, serta mengelola perubahannya. 

(d) melakukan aktivitas pengendalian dan monitoring terhadap 
pelaksanaan penanganan risiko yang menjadi tanggung jawab 
Unit Kerjanya masing-masing. 

(e) mengkomunikasikan seluruh proses Manajemen Risiko 
Perusahaan ke seluruh jajaran di Unit Kerja yang dipimpinnya 
sehingga tujuan dari implementasi Manajemen Risiko 
Perusahaan tercapai. 

(f) membuat Laporan Pelaksanaan dan Perkembangan 
Manajemen Risiko Perusahaan termasuk di dalamnya hasil 
pelaksanaan penanganan risiko yang menjadi tanggung jawab 
unitnya masing-masing kepada Sekretaris Perusahaan sebagai 
Unit Pengelola Risiko. 

 
(8) Tugas Pokok Seluruh Karyawan 

Seluruh karyawan dalam rangka penerapan kebijakan Manajemen 
Risiko Perusahaan mempunyai tugas pokok melaksanakan 
kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan sesuai peran dan 
kedudukannya secara efektif dan efisien; 
 
Untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, 
seluruh karyawan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
(a) mempelajari dan memahami kebijakan Manajemen Risiko 

Perusahaan, serta mengimplementasikan proses Manajemen 
Risiko Perusahaan dalam melakukan pekerjaan. 

(b) memberikan masukan untuk perbaikan kebijakan dan 
implementasi Manajemen Risiko Perusahaan. 

(c) menginformasikan risiko-risiko yang terkait dengan kegiatan 
yang menjadi tanggung jawabnya kepada atasannya. 

 
3) Pembentukan mekanisme komunikasi internal/eksternal dan sistem 

pelaporan. 
Proses manajemen risiko melibatkan banyak pihak dalam organisasi 
perusahaan. Direksi dan Dewan Komisaris harus memastikan bahwa pada 
setiap tahapan proses manajemen risiko terdapat kejelasan akuntabilitas 
dan tanggung jawab pelaksanaannya, untuk memastikan bahwa semua 
proses dapat berjalan dengan baik.  
 

Sistem informasi dan pelaporan merupakan mekanisme yang membuat 
keseluruhan sistem bekerja dengan baik. Salah satu metode yang dapat 
digunakan untuk melakukan hal tersebut adalah RACI (Responsible, 
Accountable, Consulted, dan Informed) Matrix.  

 

Secara sederhana, RACI Matrix akan menjelaskan atau menentukan dalam 
setiap kegiatan:  
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a) R = Responsible, adalah orang atau Unit yang harus melaksanakan 

kegiatan atau aktivitas tersebut. 
b) A = Accountable, adalah orang atau Unit yang berhak membuat 

keputusan atas kegiatan tersebut. 
c) C = Consulted, adalah Unit atau orang yang harus diajak konsultasi 

atau dilibatkan sebelum atau saat kegiatan tersebut dilaksanakan.  
d) I = Informed, adalah Unit atau orang yang harus diberi cukup informasi 

mengenai kegiatan tersebut dan proses pelaksanaannya secara 
berkala. 

Tabel 2. RACI Matrix  
(Responsible, Accountable, Consulted & Informed) 

 
Dari RACI Matrix pada Tabel 2 terlihat secara tidak langsung bagaimana 
metode komunikasi dan pelaporan harus dilaksanakan. Secara sederhana 
dapat dikatakan bahwa pihak yang dalam tabel tersebut mendapatkan 
huruf A berarti harus mendapatkan laporan lengkap untuk dapat 
mengambil keputusan. Sedangkan yang menjadi “process owner” adalah 
yang memperoleh huruf R. Dialah yang harus mempersiapkan laporan dan 
melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Laporan disampaikan 
kepada pemilik huruf A, sedangkan komunikasi dilakukan kepada mereka-
mereka yang memperoleh huruf C dan I.  
 

Komunikasi dan pelaporan eksternal dilakukan dengan menambahkan satu 
kolom “Stakeholders” pada bagian paling kanan matriks RACI di atas. Bila 
dalam kolom stakeholders terdapat huruf I atau C maka kita wajib 
memberikan informasi (informed) atau melibatkan (consulted) mereka 
dalam kegiatan manajemen risiko yang sedang dilaksanakan.  
 

Melalui proses di atas diharapkan bahwa Manajemen organisasi mampu 
membangun mekanisme sistem tata laksana, komunikasi dan pelaporan 
internal maupun eksternal guna memastikan bahwa:  
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a) Komponen kunci kerangka kerja manajemen risiko dan setiap 

perubahan yang terjadi dapat dikomunikasikan dengan baik ke seluruh 
pihak terkait. 

b) Tersedianya cukup laporan tentang efektivitas kerangka kerja 
manajemen risiko dan hasil dari proses manajemen risiko. 

c) Informasi hasil penerapan manajemen risiko selalu tersedia di tiap 
tingkatan yang memerlukan dan pada waktu yang diperlukan.  

d) Terselenggaranya proses konsultasi dengan para pemangku 
kepentingan internal maupun eksternal. 

e) Pelaporan ke pihak eksternal sesuai dengan tuntutan kepatuhan 
hukum serta penerapan good corporate governance. 

f) Melaksanakan pengungkapan informasi sesuai dengan peraturan 
perundangan yang berlaku. 

g) Berkomunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan, terutama 
pada saat terjadi krisis atau keadaan darurat.  

h) Menggunakan komunikasi untuk membina dan meningkatkan 
kepercayaan kepada organisasi. 

 

4) Integrasi ke dalam proses organisasi. 
Dalam setiap proses bisnis terdapat potensi risiko yang dapat 
mengakibatkan kegagalan proses tersebut dan dalam semua proses bisnis 
harus dipastikan sudah terdapat proses manajemen risiko sehingga sudah 
terdapat proses pengendalian risikonya. Mengintegrasikan manajemen 
risiko ke dalam proses-proses berikut: 
a) Integrasi ke dalam proses perencanaan strategis perusahaan; 
b) Integrasi dalam proses internal audit; 
c) Integrasi dalam proses perencanaan dan budgeting; 
d) Integrasi dalam manajemen proyek; 
e) Integrasi dalam performance manajemen. 

 

5) Sumber daya 
Penyediaan sumber daya yang memadai adalah indikator lain dari 
komitmen Direksi dalam menerapkan manajemen risiko dalam organisasi 
yang dipimpinnya. Manajemen organisasi harus mengalokasikan sumber 
daya yang memadai untuk pelaksanaan manajemen risiko antara lain 
terhadap hal-hal berikut:  
a) Personalia dengan pengalaman, ketrampilan, dan kemampuan yang 

memadai serta jumlah yang sesuai dengan kebutuhan.  
b) Sumber dana dan sumber daya yang diperlukan untuk setiap tahapan 

penerapan manajemen risiko.  
c) Proses dan prosedur yang terdokumentasi dengan baik dan sistem 

dokumentasinya, termasuk perangkat penunjangnya.  
d) Sistem informasi dan manajemen pengetahuan (knowledge 

management system).  
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RACI matrix tersebut di atas memberikan indikasi untuk kebutuhan 
sumber daya. Kebutuhan pelatihan atau peningkatan kompetensi dalam 
melaksanakan manajemen risiko diperlukan bagi mereka yang 
mendapatkan penugasan R. Bagi yang mendapatkan penugasan I dan C 
memerlukan sosialisasi dan komunikasi agar dapat memahami apa dan 
mengapa manajemen risiko, serta bagaimana dampaknya terhadap unit 
kerja dan tanggung jawabnya. Bagi yang mendapatkan penugasan A, pada 
dasarnya sama dengan yang mendapatkan penugasan I dan C, tetapi 
derajatnya lebih tinggi karena harus memikirkan dampaknya terhadap 
keseluruhan organisasi dan memutuskan apa yang harus dilakukan 
terhadap risiko tersebut atau jenis perlakuan risiko yang harus diambil. 
Kebutuhan sumber daya lain untuk mengelola penerapan manajemen 
risiko menjadi salah satu faktor penting yang menentukan berjalan dan 
berhasilnya proses penerapan manajemen risiko. Untuk ini komitmen 
Direksi dalam memenuhi kebutuhan tersebut akan sangat menentukan. 

 

B. ASPEK OPERASIONAL 
Aspek Operasional adalah sejumlah prosedur, teknik, dan metoda yang harus disusun 
dalam melaksanakan proses manajemen risiko. Aspek Operasional dari tata kelola 
manajemen risiko, terdiri dari: 
1. Penerapan kerangka kerja manajemen risiko; 
2. Penerapan proses manajemen risiko; 
3. Pembuatan mekanisme pelaporan dan komunikasi internal dan eksternal; 
4. Monitoring dan review kerangka kerja. 
 

Dalam aspek operasional ini perlu dijelaskan lingkup tugas mana yang menjadi bagian 
pada level organisasi keseluruhan (korporasi) dan yang mana menjadi wilayah para 
pemangku risiko (pimpinan unit kerja). Untuk itu digunakan pendekatan seperti 
digambarkan pada Gambar 2 di bawah ini. 
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          Gambar 2. Operasionalisasi Kerangka Kerja & Proses Manajemen Risiko 

Proses manajemen risiko yang berada ditengah pada gambar 2 adalah “domain 
kegiatan” para pemilik risiko (risk owner) sedangkan kegiatan lainnya adalah “domain 
kegiatan organisasi”, atau dengan perkataan lain merupakan tugas khusus fungsi 
manajemen risiko organisasi untuk menyediakan pondasi bagi kegiatan para pemangku 
risiko dalam menerapkan manajemen risiko. Pemilik risiko dalam pengertian ini adalah 
para Pimpinan Unit Kerja atau penanggung jawab proses organisasi. 

 
Aspek Operasional menunjukkan tahapan proses implementasi yang sistematis dan 
terarah, mulai dari penyusunan manual manajemen risiko, metodologi penanganan 
manajemen risiko atau lebih dikenal dengan proses manajemen risiko dan penanganan 
manajemen perubahan. Proses manajemen perubahan ini meliputi peluncuran, 
sosialisasi dan pelatihan hingga penerapan manajemen risiko dan akhirnya tumbuh 
budaya sadar risiko. Setiap introduksi program baru dalam organisasi, terdapat 
beberapa tahapan transisi, sebelum program tersebut dapat berfungsi secara efektif.  
1. Tahap pertama adalah penolakan; dalam tahap ini semua orang mempertanyakan 

kegunaannya, karena sudah merasa nyaman dengan kondisi yang ada.  
2. Tahap kedua adalah perlawanan; dalam tahap ini mereka mulai melihat 

manfaatnya tetapi masih ragu dan enggan untuk melaksanakannya.  
3. Tahap ketiga adalah tahap eksplorasi; dimana orang sudah melihat dengan jelas 

manfaat dan kegunaannya dan mulai timbul keinginan untuk memahami dan 
melakukan eksplorasi lebih jauh.  

4. Tahap terakhir adalah komitmen untuk melakukan perubahan tersebut; pada tahap 
ini proses perubahan akan berlangsung dengan baik. 
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Proses tersebut juga dialami oleh Top Management, Line Management dan seluruh 
karyawan. Oleh karena itu proses perubahan tersebut harus dimulai dari Top 
Management terlebih dahulu, sehingga mereka dapat berperan sebagai Change Leader 
yang akan diikuti oleh Middle Management. Kemudian Middle Management akan 
menjadi Change Leader yang akan diikuti oleh Line Management. Proses yang sama 
akan dilakukan oleh Line Management yang akan berfungsi sebagai Change Leader bagi 
seluruh karyawan.  
 
Oleh karena itu, maka proses penerapan manajemen risiko perusahaan haruslah 
direncanakan dan disusun sedemikian rupa sehingga penolakan dan perlawanan dapat 
diatasi secara baik. Untuk itu, perlu untuk melaksanakan tahapan penerapan 
manajemen risiko perusahaan sebagai berikut:  
1. Mendapatkan komitmen Direksi dan Dewan Komisaris untuk penerapan 

manajemen risiko perusahaan dan kemudian diikuti dengan penunjukan pejabat 
yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan pelaksanaannya serta pelatihan 
yang memadai bagi mereka.  

2. Melaksanakan Executive Briefing untuk Direksi, Dewan Komisaris, Sekretaris 
Perusahaan, dan Kepala Divisi Audit Internal mengenai penerapan manajemen 
risiko perusahaan dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris dalam 
penerapan tersebut. Hal ini kemudian langsung dilanjutkan dengan Seminar Sehari 
untuk para pejabat setingkat Kepala Divisi tentang peran dan tanggung jawab 
mereka dalam penerapan manajemen risiko perusahaan.  

3. Menyusun strategi dan rencana penerapan manajemen risiko perusahaan secara 
lebih menyeluruh yang antara lain berisikan hal-hal sebagai berikut:  
a. Melakukan audit manajemen risiko (bila diperlukan).  
b. Menyusun Road Map penerapan Manajemen Risiko termasuk budget dan 

jadwalnya.  
c. Menyusun Pedoman Manajemen Risiko, Prosedur Manajemen Risiko, dan 

Instruksi Kerja penerapan manajemen risiko. 
d. Menetapkan kriteria risiko dan ukuran kinerja penerapan manajemen risiko. 
e. Memenuhi struktur tata kelola risiko dan penunjukan para risk champion.  

4. Persiapan peluncuran manajemen risiko perusahaan dengan aktivitas antara lain:  
a. Pelatihan intensif untuk para Champion mengenai teknik dan metoda 

manajemen risiko.  
b. Pelatihan untuk para Manajer Menengah mengenai manajemen risiko 

perusahaan dan peran mereka dalam penerapan manajemen risiko. 
c. Penetapan Risk Owner untuk tiap-tiap unit kerja.  

5. Peluncuran penerapan manajemen risiko perusahaan ke seluruh perusahaan. Bila 
kurang yakin dapat dilakukan melalui pilot project penerapan manajemen risiko 
perusahaan sebagai uji coba, sehingga rencana awal yang kurang lengkap atau 
masih kurang sempurna dapat segera diperbaiki guna penerapannya di seluruh 
perusahaan;  
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6. Melakukan monitoring dan reviu proses penerapan manajemen risiko perusahaan 
secara berkala. Dari proses monitoring dan reviu ini dapat ditentukan kapan 
penerapan manajemen risiko perusahaan ini mulai dikaitkan dengan penilaian 
kinerja masing-masing karyawan. Pengkaitan ini mempunyai dampak pada 
remunerasi dan promosi.  

 
C. ASPEK PERAWATAN 

Aspek perawatan adalah sejumlah kegiatan yang harus dilaksanakan untuk menunjang 
dan meningkatkan pelaksanaan tata kelola manajemen risiko secara 
berkesinambungan. Aspek perawatan  dari tata kelola manajemen risiko antara lain 
terdiri dari: 
1. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan; 
2. Komunikasi dan publikasi; 
3. Review dan audit tata kelola manajemen risiko; serta  
4. Benchmarking 
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BAB V 
PROSES MANAJEMEN RISIKO 

 
 
Proses manajemen risiko adalah penerapan secara sistematik kebijakan manajemen, 
prosedur dan praktik manajemen dalam pelaksanaan tugas untuk melakukan komunikasi 
dan konsultasi; menentukan konteks; melakukan asesmen risiko yang meliputi identifikasi, 
analisis dan evaluasi risiko; kemudian perlakuan risiko, dan diakhiri dengan monitoring dan 
review risiko. Proses manajemen risiko perusahaan sebagaimana terdapat pada Gambar 3. 
 

 
 

Gambar 3. Proses Manajemen Risiko 
 

Proses manajemen risiko meliputi 5 (lima) kegiatan, yaitu: 
A. KOMUNIKASI DAN KONSULTASI 

Merupakan proses yang berulang dan berkelanjutan antara perusahaan dan para 
pemangku kepentingannya (stakeholders) dalam saling memberikan, berbagi informasi 
serta melakukan komunikasi terkait dengan pengelolaan risiko.  
 
Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tahapan dalam proses 
Manajemen Risiko Perusahaan telah dikomunikasikan dan dikonsultasikan dengan baik 
dengan pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal.  
 
Komunikasi dan konsultasi harus dilaksanakan secara ekstensif sesuai dengan 
kebutuhan dan pada setiap tahapan proses manajemen risiko, dengan tujuan untuk: 
1. Menentukan konteks yang benar;  
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2. Memastikan bahwa kepentingan para pemangku kepentingan telah dimengerti dan 
dipertimbangkan dengan baik;  

3. Memperoleh manfaat dari berbagai keahlian yang ada untuk menganalisis risiko 
(multidisiplin);  

4. Memastikan bahwa semua risiko telah diidentifikasikan dengan baik;  
5. Memastikan bahwa berbagai pandangan telah dipertimbangkan dalam melakukan 

evaluasi risiko;  
6. Meningkatkan proses manajemen perubahan ketika pelaksanaan proses 

manajemen risiko;  
7. Memperoleh persetujuan dan dukungan untuk tindakan perlakuan risiko; serta  
8. Mengembangkan rencana komunikasi dan konsultasi internal maupun eksternal.  

 
Agar proses komunikasi dan konsultasi ini dapat berjalan dengan baik, maka perlu 
dirancang program-program komunikasi berkenaan dengan aktivitas Manajemen Risiko 
Perusahaan yang mencakup antara lain program implementasi, sosialisasi kebijakan-
kebijakan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko Perusahaan dan lain-lain. 

 
B. PENENTUAN KONTEKS 

Merupakan proses untuk menentukan batasan dan parameter eksternal dan internal 
yang akan dijadikan pertimbangan dalam mengelola risiko dan menentukan lingkup 
serta kriteria risiko dalam kebijakan manajemen risiko.  

 

Dalam proses ini akan ditetapkan:  
1. Konteks eksternal 

Konteks eksternal adalah lingkungan eksternal di mana perusahaan mengupayakan 
pencapaian sasaran yang ditetapkannya, yang meliputi tetapi tidak terbatas pada 
hal-hal berikut:  
a. Lingkungan politik, sosial, ekonomi, budaya, keuangan, hukum, teknologi, dan 

keadaan alam, baik nasional, regional maupun international yang berpengaruh 
terhadap pencapaian sasaran organisasi;  

b. Faktor-faktor pendorong dan kecenderungan yang mempunyai dampak 
terhadap pencapaian sasaran perusahaan;  

c. Persepsi dan nilai-nilai para pemangku kepentingan eksternal.  
 

2. Konteks internal 
Konteks internal adalah segala sesuatu di dalam perusahaan yang dapat 
mempengaruhi cara pengelolaan risiko, misalnya sebagai berikut:  
a. Kapabilitas organisasi dalam pengertian sumber daya dan sumber pengetahuan 

yang dimiliki (misalnya modal, waktu, orang, sistem, proses, dan teknologi);  
b. Sistem informasi, alur komunikasi, dan proses pengambilan keputusan, baik 

yang formal maupun informal;  
c. Para pemangku kepentingan internal;  
d. Kebijakan, sasaran, dan strategi untuk mencapainya;  
e. Persepsi, nilai-nilai dan budaya organisasi;  
f. Standar dan model acuan yang diadopsi perusahaan; serta  
g. Struktur (governance, peran dan akuntabilitas).  
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3. Konteks manajemen risiko  

Konteks proses manajemen risiko adalah konteks di mana proses manajemen risiko 
diterapkan yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:  
a. Penetapan tanggung jawab untuk proses manajemen risiko;  
b. Penetapan lingkup kegiatan manajemen risiko;  
c. Penentuan tujuan, sasaran, lokasi, maupun tempat dari kegiatan, proses, 

fungsi, atau proyek yang terkena kegiatan manajemen risiko;  
d. Penentuan hubungan dari proyek atau kegiatan khusus dengan proyek dan 

kegiatan lainnya;  
e. Penentuan metode untuk melakukan asesmen risiko;  
f. Penentuan kriteria penilaian kinerja manajemen risiko;  
g. Melakukan identifikasi dan spesifikasi keputusan-keputusan yang harus 

diambil;  
h. Melakukan identifikasi, lingkup, ataupun kerangka kajian studi yang diperlukan, 

termasuk luas dan sasarannya serta sumber daya yang diperlukan untuk 
melakukan kajian tersebut.   
 

4. Kriteria risiko  
Kriteria risiko digunakan untuk mengevaluasi tingkat bahaya suatu risiko. Kriteria ini 
dapat merupakan cerminan nilai-nilai organisasi, sasaran organisasi, dan dampak 
terhadap sumber daya yang dimiliki organisasi. Penyusunan kriteria risiko harus 
memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:  
a. Jenis dan sifat dari dampak yang mungkin terjadi serta bagaimana 

mengukurnya;  
b. Bagaimana menetapkan kemungkinan terjadinya;  
c. Kerangka waktu pengukuran kemungkinan dan dampak;  
d. Bagaimana menentukan peringkat risiko;  
e. Pada peringkat manakah risiko dapat diterima atau dapat ditolerir;  
f. Pada peringkat manakah risiko memerlukan perlakuan;  
g. Apakah kombinasi dari berbagai macam risiko perlu mendapatkan 

pertimbangan khusus.  
 
a. Kriteria proses manajemen risiko: 

1) Kriteria kemungkinan terjadinya risiko (likelihood) 
Salah satu kriteria pengukuran tingkat suatu risiko adalah kemungkina 
n terjadinya  risiko (likelihood). Kemungkinan terjadinya risiko dilihat untuk 
jangka waktu atau rentang waktu tertentu, baik berdasarkan frekuensi 
kejadiannya atau perkiraan probabilitas kejadiannya dalam jangka waktu 
atau rentang waktu yang dimaksud. 

 

Kemungkinan terjadinya risiko diklasifikasikan ke dalam 5 (lima) tingkatan, 
mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi sebagai berikut: 
a) Hampir tidak pernah terjadi (almost never); 
b) Kemungkinan kecil terjadi (unlikely); 
c) Kadang-kadang/mungkin saja terjadi (possible); 
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d) Kemungkinan besar terjadi (likely); 
e) Hampir pasti terjadi (almost certain); 

 

Penentuan tingkat kemungkinan terjadinya suatu risiko dilakukan 
berdasarkan data masa lalu yang terkait, atau apabila data tidak tersedia, 
maka dapat dilakukan berdasarkan pendekatan pengalaman maupun 
perkiraan, disertai pertimbangan aspek-aspek kualitatif lainnya yang bisa 
mempengaruhi kemungkinan terjadinya risiko untuk masa yang akan 
datang. 
 

Tabel Kemungkinan Terjadinya Risiko beserta kriteria setiap tingkatan 
adalah sebagaimana terdapat pada Tabel 3. 
 

 
 

2) Kriteria dampak risiko (consequences) 
Salah satu  kriteria pengukuran tingkat suatu risiko adalah dampak yang 
mungkin timbul akibat terjadinya suatu risiko. Dampak dari suatu risiko 
bisa berdampak terhadap satu atau beberapa aspek yang berkaitan 
dengan tujuan perusahaan. 

 

Besarnya dampak dari terjadinya suatu risiko dari masing-masing aspek 
diklasifikasikan ke dalam 5 (lima) tingkatan, mulai dari yang terendah 
sampai dengan yang tertinggi, sebagai berikut: 
a) Nilai Kerugian Tidak Berarti (Insignifikan/Insignificant); 
b) Nilai Kerugian Kecil (Kecil/Minor); 
c) Nilai Kerugian Sedang (Sedang/Moderat); 
d) Nilai Kerugian Besar (Besar/Major); 
e) Nilai Kerugian Sangat Besar (Katastropik/Bencana/Catastrophic). 
Untuk menentukan besarnya dampak terjadinya suatu risiko masuk dalam 
tingkatan  yang mana, maka pertama harus dipilih aspek mana yang 
terkena dampak dari risiko, setelah itu dilakukan penilaian mengenai 
besarnya dampak tersebut. 
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Dalam hal suatu risiko berdampak pada beberapa aspek, maka perlu dipilih 
salah satu aspek yang dianggap paling dominan sebagai dampak risiko 
tersebut dan memiliki klasifikasi tingkatan dampak yang paling tinggi. 
 

Seluruh risiko yang telah diidentifikasi, dinilai besarnya dampak risiko 
tersebut relatif terhadap pencapaian tujuan perusahaan, sedangkan 
penilaian risiko terhadap Tabel Dampak Risiko Unit ybs dilakukan untuk 
mengetahui besarnya dampak risiko tersebut relatif terhadap pencapaian 
tujuan Unit Kerja ybs. 
 

Aspek-aspek dari Tabel Dampak Risiko beserta kriteria setiap tingkatan 
untuk masing-masing aspek adalah sebagaimana terdapat pada Tabel 4. 
 

 
 

3) Kriteria Peringkat Risiko (risk level) 
Peringkat risiko secara keseluruhan (overall) dinilai berdasarkan dampak 
dan tingkat kemungkinan terjadinya risiko dengan menggunakan Tabel 
Peringkat Risiko, yang merupakan kombinasi dari Tabel Dampak Risiko dan 
Tabel Kemungkinan Terjadinya Risiko. 
 

Tingkat risiko secara keseluruhan (overall) di dalam Tabel Peringkat Risiko 
dibagi menjadi 3 (tiga) tingkatan, mulai dari yang terendah sampai dengan 
yang tertinggi sebagai berikut: 
a) Kelompok Risiko Tinggi (High Risks) adalah kelompok di mana terdapat 

risiko-risiko yang berbahaya dan tidak bisa ditolerir (sangat strategis), 
apapun manfaat yang dikandung dalam kegiatan tersebut. Oleh 
karena itu, langkah-langkah mitigasi risiko (risk reduction) harus 
diambil, berapapun biayanya.  

b) Kelompok Risiko Menengah (Medium Risks) adalah kelompok risiko di 
mana perlu ada analisis manfaat-biaya guna mengukur perbandingan 
antara peluang serta dampak buruknya (strategis).  

c) Kelompok Risiko Rendah (Low Risk) adalah kelompok risiko di mana 
aspek positif atau negatif risiko tersebut sangat sepele atau terlalu 
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kecil (tidak strategis) sehingga tidak butuh penanganan risiko secara 
khusus.  

 

Masing-masing tingkat risiko secara keseluruhan (overall) di dalam Tabel 
Peringkat Risiko memiliki nilai yang merupakan hasil perkalian dari tingkat 
dampak suatu risiko dan tingkat kemungkinan terjadinya risiko tersebut. 
Risiko yang memiliki nilai tingkat risiko secara keseluruhan (overall) lebih 
besar memiliki prioritas penanganan yang lebih tinggi. Tabel Peringkat 
Risiko dan Tabel Peringkat Risiko beserta kriteria setiap tingkatan adalah 
sebagaimana terdapat pada Tabel 5.1. 
 

 
b. Kriteria penerapan manajemen risiko: 

1) Toleransi risiko (risk tolerance) 
Toleransi risiko adalah kesiapan organisasi atau pemangku kepentingan 
untuk menanggung risiko setelah perlakuan risiko dalam upaya mencapai 
sasaran. 
 

2) Selera risiko (risk appetite) 
Setelah perlakuan terhadap suatu risiko dilaksanakan, maka akan terjadi 
penurunan kemungkinan terjadinya risiko dan/atau penurunan dampak 
risiko tersebut. Risiko dengan kemungkinan dan dampak tersisa ini disebut 
dengan Risiko Tersisa (residual risk), yaitu risiko yang masih ada setelah 
dilaksanakan perlakuan risiko. 
 
Apakah risiko sisa ini dapat diterima atau tidak, tergantung dari tingkat 
selera risiko yang telah ditetapkan oleh manajemen. Selera risiko (risk 
appetite) adalah tingkat risiko yang dapat diterima oleh manajemen. 
Penentuan risiko-risiko mana yang tidak dapat diterima oleh perusahaan 
dan risiko-risiko mana yang masih dapat diterima oleh perusahaan. 
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Secara umum Risk Appetite untuk risiko-risiko yang ada di Perusahaan 
digambarkan menggunakan Tabel Peringkat Risiko dengan memberi tanda 
pada level-level risiko yang masih dapat diterima Perusahaan. 
 
Untuk risiko-risiko tertentu, apabila dipandang perlu, Direksi dapat 
menetapkan Risk Appetite-nya di luar Risk Appetite yang digambarkan 
pada Tabel Peringkat Risiko. 

 
C. PENILAIAN RISIKO (RISK ASSESSMENT) 

Merupakan keseluruhan proses yang meliputi Identifikasi Risiko, Analisa Risiko dan 
Evaluasi Risiko.  
1. Identifikasi Risiko 

Merupakan proses untuk mengidentifikasi risiko-risiko potensial, baik internal 
maupun eksternal, yang memiliki dampak terhadap pencapaian tujuan 
perusahaan/unit kerja/kegiatan. 
 
Dalam proses identifikasi risiko, informasi yang dikumpulkan antara lain mencakup:  
a. Sumber risiko: stakeholders, benda, atau kondisi lingkungan yang dapat 

memicu timbulnya risiko.  
b. Kejadian: peristiwa yang dapat terjadi dan berdampak terhadap pencapaian 

sasaran dan target.  
c. Konsekuensi: dampak terhadap aset organisasi atau stakeholders.  
d. Pemicu (apa dan mengapa): faktor-faktor yang menjadi pemicu timbulnya 

suatu peristiwa berisiko. Ini terkait dengan kemungkinan terjadinya risiko.  
e. Pengendalian: langkah-langkah antisipasi dan pencegahan awal yang dapat 

dilaksanakan.  
f. Perkiraan kapan risiko terjadi dan di mana risiko itu dapat terjadi.  

 
Sasaran identifikasi risiko adalah mengembangkan daftar sumber risiko dan 
kejadian yang komprehensif serta memiliki dampak terhadap pencapaian tujuan 
perusahaan/unit kerja/kegiatan yang teridentifikasi dari konteks. Teknik dan 
metoda yang dipergunakan untuk menggali dan menemukenali risiko-risiko yang 
mungkin terjadi adalah CRSA (Controlled Risks Self Assessment). Hasil akhir dari 
proses identifikasi risiko adalah Daftar Risiko (Risk Register).  
 
Format  Daftar Risiko (Risk Register) dan CRSA (Controlled Risks Self Assessment) 
sebagaimana Lampiran 2 dan Lampiran 3.  

 
2. Analisis Risiko 

Analisis risiko merupakan suatu proses untuk menganalisis sumber risiko, pemicu 
terjadinya risiko, dampak dan kemungkinan semua risiko yang dapat menghambat 
tercapainya sasaran perusahaan, termasuk peluang-peluang yang ada. Proses 
analisis risiko dilakukan sebagai berikut: 
a. Identifikasi dan evaluasi pengendalian risiko yang ada; 
b. Menentukan tingkat kemungkinan dan dampak risiko; 
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c. Menentukan peringkat risiko; 
d. Dokumentasi proses analis risiko. 
 
Tujuan analisis risiko adalah untuk mendapatkan daftar risiko yang telah dinilai 
tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya, kemudian diurutkan berdasarkan 
tingkat risiko secara keseluruhan (overall) sehingga diperoleh risiko yang perlu 
diprioritaskan penanganannya. Hasil analisis risiko menjadi masukan untuk 
dievaluasi lebih lanjut menjadi urutan prioritas perlakuan risiko, sekaligus 
menyaring risiko-risiko tertentu untuk tidak ditindaklanjuti atau diperlakukan 
khusus. 
 
Pengukuran terhadap risiko dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu: 
a. pertama dilakukan untuk mengetahui Inherent Risk, yaitu tingkat risiko 

sebelum dilakukan tindakan pengendalian sama sekali; 
b. kedua dilakukan untuk mengetahui Residual Risk, yaitu tingkat risiko setelah 

dilakukan tindakan pengendalian yang sudah ada dan dijalankan selama ini 
(existing control); 

 
Untuk menentukan tingkat suatu risiko ditetapkan Tabel Dampak Risiko, Tabel 
Kemungkinan Terjadinya Risiko, serta Tabel Peringkat Risiko. 

 
3. Evaluasi Risiko 

Merupakan proses untuk menentukan peringkat risiko yang memerlukan 
penanganan lebih lanjut atas dasar risiko yang tersisa (residual risk) dan efektifitas 
pengendalian risiko yang ada. Proses evaluasi risiko dilaksanakan sebagai berikut: 
a. Menyusun peringkat risiko berdasarkan hasil dari analisis risiko; 
b. Mempertimbangkan keseluruhan profil risiko; 
c. Menyusun daftar prioritas risiko untuk perlakuan risiko lebih lanjut. 
 
Tujuan dari evaluasi risiko adalah membantu proses pengambilan keputusan 
berdasarkan hasil analisis risiko. Hasil evaluasi risiko akan menjadi masukan bagi 
proses perlakuan risiko. Tahapan ini melibatkan Direksi untuk risiko-risiko yang 
berdampak signifikan terhadap perusahaan, dimana hal ini terkait dengan 
pengalokasian sumber daya untuk penanganan risiko. 

 
D. PERLAKUAN RISIKO (RISK RESPONSE) 

Merupakan proses untuk mengidentifikasi, menganalisis dan menentukan pilihan 
perlakuan risiko yang diperlukan serta menerapkan tindak lanjut terhadap risiko-risiko 
yang berdasarkan hasil evaluasi risiko tidak masuk dalam peringkat risiko yang dapat 
diterima atau ditolerir. Pada dasarnya perlakuan risiko adalah usaha untuk 
menurunkan/mengurangi dampak dan kemungkinan terjadinya risiko yang dapat 
mengganggu pencapaian sasaran perusahaan/kegiatan sehingga masuk dalam kriteria 
“dapat diterima”. 
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Perlakuan risiko dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: 
1. Mengidentifikasi urutan prioritas risiko sesuai hasil evaluasi risiko.  
2. Menentukan strategi pemilihan perlakuan risiko. 
3. Mempersiapkan rencana perlakuan risiko. 
4. Melakukan analisis manfaat dan biaya (cost and benefit analysis) dari perlakuan 

risiko yang dipilih.  
5. Menerapkan rencana perlakuan risiko, diikuti dokumentasi yang lengkap, review 

dan monitoring secara berkala. 
 

Perlakuan terhadap risiko dapat berupa: 
1. Menghindari Risiko (risk avoidance) 

Menghindari risiko adalah perlakuan risiko dengan tidak melaksanakan atau 
meneruskan kegiatan yang diperkirakan menimbulkan risiko melebihi selera risiko 
perusahaan. Saat terbaik untuk mengambil strategi menghindari risiko adalah pada 
saat-saat awal kegiatan bisnis dilaksanakan, apabila dapat diketahui atau 
diantisipasi suatu risiko besar mungkin terjadi. Strategi ini dapat juga diambil pada 
saat kegiatan atau proyek sudah berjalan cukup jauh, tetapi terjadi perubahan 
kondisi politik atau ekonomi yang memaksa menghentikan pelaksanaan kegiatan 
tersebut.  
 
Contoh penghindaran risiko antara lain menutup suatu unit kerja tertentu, 
menghentikan produksi produk tertentu atau membatalkan suatu rencana kegiatan 
tertentu. 
 
Beberapa hal yang harus dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan untuk 
melakukan penghindaran risiko adalah: 
a. Dampak terhadap sasaran bisnis/organisasi. Dengan menghindari risiko, 

berarti kegiatan/proyek yang berisiko ini tidak akan dilaksanakan. Dengan 
hilangnya kegiatan ini, apakah sasaran organisasi yang telah ditetapkan tetap 
dapat tercapai dengan baik atau terganggu? 

b. Dampak biaya. Apakah betul akibat penghindaran risiko ini lebih besar nilainya 
daripada dampak risiko yang dihindari? Pertanyaan ini karena dampak 
penghindaran risiko ini, khususnya dengan tidak dilakukannya proyek/kegiatan 
terkait, seringkali tidak jelas dan baru terasa dalam jangka panjang. 

c. Peluang. Dengan tidak dilaksanakannya suatu kegiatan/proyek maka suatu 
peluang hilang. Apakah perhitungan peluang versus risiko atas kegiatan/proyek 
ini sudah betul-betul dilakukan dengan cermat? 

 
2. Berbagi/Mengalihkan Risiko (risk sharing/transfer) 

Mengalihkan risiko adalah perlakuan risiko dengan memindahkan/membagi 
seluruh atau sebagian akibat risiko kepada pihak lain di luar perusahaan. Contoh 
pemindahan risiko antara lain asuransi, outsourching, subkontrak, perjanjian bagi 
hasil (financial agreement) dan joint operation. 
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Beberapa hal yang harus dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan untuk 
melakukan pemindahan risiko adalah: 
a. Kejelasan tujuan dan sasaran para pihak. Apakah tujuan dari pihak yang 

memindahkan risiko dan pihak yang menerima risiko tersebut? 
b. Kemampuan mengelola. Suatu pemindahan risiko hanya efektif bila pihak 

penerima risiko mampu mengelola kegiatan yang mengandung risiko tersebut 
atau mampu menyerap risiko tersebut bila terjadi. Dengan kata lain, penerima 
risiko tersebut harus mampu melakukan mitigasi risiko terkait. 

c. Konteks risiko. Apakah penerima risiko memahami dinamika risiko itu sendiri 
yang meliputi volatilitas pergerakan atau perubahan dari sumber risiko, 
perubahan dari kemungkinan terjadinya dan apa pemicunya, serta perubahan 
dampak yang mungkin terjadi. 

d. Efektifitas biaya. Penerima pekerjaan yang mengandung risiko tersebut 
biasanya akan membebankan biaya tambahan yang tidak sedikit.  Apakah biaya 
yang dibebankan tersebut memang dapat diterima bila dibandingkan dengan 
dampak biaya yang akan diserap perusahaan jika risiko tersebut terjadi. 

 
3. Mengurangi/Mitigasi risiko (risk mitigation) 

Mitigasi risiko yaitu perlakuan risiko yang bertujuan untuk mengurangi risiko, 
dengan cara: 
a. Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko 

Biasanya dengan melakukan proses perubahan desain dan engineering, 
diversifikasi proses bisnis, prosedur quality assurance atau audit secara 
periodik; 

b. Mengurangi dampak akibat terjadinya suatu risiko 
Biasanya diterapkan pada risiko yang berdampak tinggi dan kemungkinannya 
rendah, antara lain dengan membuat rencana kontinjensi atau rencana 
evakuasi, dengan melaksanakan rencana perlakuan risiko yang telah 
direncanakan. 

Salah satu metode untuk melakukan mitigasi antara lain dengan perbaikan 
prosedur dan kebijakan (tindakan pengendalian). Beberapa bentuk kegiatan 
pengendalian adalah review oleh manajemen puncak, review oleh atasan, 
pemisahan tugas dan tanggung jawab (segregation of duties), pemeriksaan secara 
fisik, pemantauan indikator kinerja atau proses, serta pelatihan dan pendidikan 
untuk meningkatkan keterampilan. 

 
4. Menerima risiko (risk acceptance)  

Menerima risiko adalah menerima sepenuhnya akibat risiko yang akan terjadi. 
Penerimaan risiko umumnya dilakukan bila seluruh perlakuan risiko telah 
dilaksanakan. Biasanya diterapkan pada risiko-risiko yang tingkat risiko overall-nya 
rendah (tidak signifikan) bagi perusahaan, sehingga apabila dilakukan penanganan 
residual risk menimbulkan biaya yang tidak sebanding dengan benefitnya.  
Contoh penerimaan risiko adalah mencadangkan anggaran atau penyiapan aset 
perusahaan untuk antisipasi terjadinya risiko. 
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Beberapa hal yang harus dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan untuk 
melakukan pemindahan risiko adalah: 
a. Penentuan pilihan. Apakah memang semua pilihan telah dikaji dengan cermat 

sehingga pilihan menerima risiko yang diambil? Apakah betul-betul sudah tidak 
terdapat alternatif lain untuk melakukan mitigasi, pemindahan, atau 
penghindaran risiko? 

b. Waktu dan kondisi. Pada saat pilihan diambil untuk menerima risiko karena 
dianggap tidak ada pilihan lain, hal ini tidak boleh dianggap sebagai keadaan 
yang tidak dapat ditolak. Tetapi sebaliknya, dengan perubahan waktu konteks 
risiko juga berubah dan berbagai dinamika perubahan juga terjadi sehingga 
kemungkinan adanya alternatif baru akan timbul. Perlu dilakukan monitoring 
dan review secara proaktif untuk memantau arah perubahan yang terjadi. 
Manajemen risiko yang baik akan selalu memastikan bahwa tidak ada 
kesempatan dan peluang yang terlewatkan. 

c. Kemampuan menyerap risiko. Pilihan untuk menerima risiko dilakukan dengan 
sadar. Artinya karena lebih ekonomis untuk melakukan hal tersebut 
dibandingkan melakukan tindakan lainnya Bagaimanakah dampaknya jika risiko 
tersebut memang terjadi? Seberapa besarkah kemungkinan terjadinya? 
Apakah betul risiko ini hanya merupakan risiko tunggal dan bukan risiko yang 
memicu risiko-risiko lainnya? Jika risiko ini memang akan menimbulkan 
rentetan risiko lainnya, apakah dampaknya hanya financial saja, ataukah juga 
dampak-dampak lainnya? misalnya dampak reputasi, dampak berhentinya 
operasi, dampak keselamatan kerja, dan lain-lain. 

 

Rencana penanganan risiko harus terintegrasi dengan proses manajemen, khususnya 
proses perencanaan dan penganggaran biaya perusahaan. Dalam perencanaan dan 
pengimplementasian penanganan risiko semua penanganan risiko harus 
didokumentasikan agar dapat dipantau perkembangannnya. 
 

Tabel Perlakuan Risiko (Risk Response) sebagaimana Tabel 8 berikut: 
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E. MONITORING DAN REVIEW 
Monitoring dan review adalah bagian dari proses manajemen risiko yang memastikan 
bahwa keseluruhan kerangka kerja manajemen risiko dan proses manajemen risiko 
berjalan secara efektif dan efisien serta mampu memberikan jaminan pencapaian 
sasaran penerapan manajemen risiko. Pemantauan (monitoring) merupakan suatu 
proses yang dilakukan secara terus menerus untuk memeriksa, mengawasi, melakukan 
pengamatan secara kritis untuk dapat mengidentifikasi terjadinya perubahan dari 
tingkat kinerja atau sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan pengelolaan risiko. 
Pengkajian (review) adalah suatu kegiatan untuk menentukan suatu kesesuaian, 
kecukupan, dan efektifitas suatu obyek, proses atau cara yang digunakan untuk dapat 
mencapai sasaran yang ditentukan.  

 
1. Tujuan 

Proses monitoring dan review mencakup semua aspek dari proses manajemen 
risiko dengan tujuan agar:  
a. Mengukur kinerja manajemen risiko sesuai dengan kriteria yang ditetapkan 

dan mengukur kemajuan kerja rencana penerapan manajemen risiko, sehingga 
terdapat proses pembelajaran dan analisis dari setiap peristiwa, perubahan, 
dan kecenderungan (trends) yang terjadi;  

b. Terdeteksi perubahan dalam lingkup internal maupun eksternal, termasuk 
perubahan risiko itu sendiri yang memerlukan perubahan atau revisi perlakuan 
risiko, atau bahkan perubahan prioritas risiko;  

c. Memastikan bahwa pengendalian risiko dan perlakuan risiko masih tetap 
efektif, baik secara desain maupun pelaksanaannya;  
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d. Mengidentifikasikan terjadinya risiko-risiko yang baru.  

 
2. Pelaksana Monitoring dan Review  

Dewan Komisaris dan Direksi sangat berperan dalam menciptakan situasi yang 
kondusif untuk penerapan sistem manajemen risiko. Dewan Komisaris adalah 
penanggung jawab utama dalam pelaksanaan monitoring dan review terhadap 
keseluruhan operasi perusahaan, termasuk terhadap penerapan sistem manajemen 
risiko. Direksi bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mengendalikan operasi 
perusahaan, termasuk di dalamnya penerapan sistem manajemen risiko. 

 
3. Bentuk Pelaksanaan Monitoring dan Review 

Pelaksanaan monitoring dilakukan melalui 2 (dua) bentuk, yaitu: 
a. Pemantauan berkelanjutan (on-going monitoring)  

Dilaksanakan oleh pemangku risiko, yaitu pelaksana proses (self review atau 
continous monitoring) dan atasan (line management monitoring).  
1) Pemantauan pada tingkat pelaksanaan tugas rutin oleh Pelaksana Proses. 

Dalam proses manajemen risiko, ketika perlakuan terhadap risiko telah 
ditetapkan, perlu dilakukan pemantauan untuk memastikan bahwa upaya 
yang sudah dilakukan berjalan efektif dan sesuai sasaran.  
 

2) Pemantauan pada tingkat fungsional atau operasional oleh Atasan. 
Secara berkala, atasan harus melakukan pemantauan untuk memastikan 
bahwa tidak terdapat kejutan berupa risiko baru yang tidak teridentifikasi 
dan semua pengendalian serta perlakuan risiko tetap efektif dan sesuai 
tujuannya.  Setiap atasan harus memperhatikan bahwa seluruh area 
tanggung jawabnya telah terpantau dengan baik dan berkelanjutan. Proses 
ini harus dilakukan secara berjenjang hingga ke tingkat Direksi dan Dewan 
Komisaris. 

 

b. Pemantauan terpisah (separate monitoring)  
Pemantauan pada tingkat organisasi dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu internal 
ataupun eksternal auditor, dan hasilnya dilaporkan kepada Direksi dan Dewan 
Komisaris. Pemantauan oleh pihak ketiga atau audit pihak ketiga lebih 
bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar, peraturan 
perundangan, peraturan internal yang digunakan, sekaligus memeriksa 
efektivitas penerapan sistem manajemen risiko. 

 

4. Hal-hal yang perlu dimonitor dan direview  
Hal-hal yang perlu dimonitor dan direview meliputi: 
a. Pemantauan terhadap perubahan.  

Proses manajemen risiko hendaknya menjadi bagian yang tak terpisahkan 
dengan proses organisasi lainnya. Dengan demikian, dinamika manajemen 
risiko akan mengikuti dinamika perubahan yang terjadi pada proses organisasi 
dan lingkungan organisasi itu sendiri. 
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b. Pemantauan kinerja sistem manajemen risiko  

Pemantauan khususnya ditujukan pada risiko-risiko dengan prioritas tinggi dan 
pengendalian risiko atau proses yang paling kritis. Pemantauan difokuskan 
pada efektifitas pengendalian risikonya.  

 

5. Informasi yang dievaluasi 
Informasi yang dapat digunakan dalam proses monitoring dan review pada 
dasarnya adalah informasi yang “sesuai dan berkecukupan”. Pengertian “sesuai” 
adalah informasi yang relevan, dapat dipercaya, dan tepat waktu. Sedangkan 
informasi yang berkecukupan merupakan ukuran dari jumlah informasi yang 
dibutuhkan. Artinya, apakah jumlah data tersebut sudah cukup untuk mengambil 
kesimpulan. 

 

6. Pelaporan hasil monitoring dan review 
Pelaporan hasil monitoring dan review secara keseluruhan menjadi tanggung jawab 
dari fungsi manajemen risiko, khususnya laporan audit manajemen risiko yang 
dilakukan oleh pihak ketiga. Akan tetapi, laporan untuk pelaksanaan pemantauan 
berlanjut dan berkala berada pada masing-masing unit kerja. Laporan hasil 
monitoring dan review bertujuan untuk memastikan bahwa proses manajemen 
risiko memang memenuhi sasaran yang ditetapkan, atau mengidentifikasikan 
kelemahan yang masih ada sehingga dapat dilakukan perbaikan sebagaimana 
mestinya.  
 
Bila ditemukan kelemahan sistem manajemen risiko maka terdapat tiga bentuk 
laporan sebagai berikut:  
a. Laporan hasil temuan audit: adalah laporan kelemahan pengendalian risiko 

yang ditemukan. Laporan ini akan disampaikan pertama kepada pemangku 
risiko (risk owner) dan pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan 
perbaikan pengendalian risiko tersebut; dan kedua kepada atasan dari 
pemangku risiko tersebut dan/atau atasan dari atasan unit tersebut.  

b. Laporan kelemahan sistem: adalah laporan mengenai kelemahan sistem 
pengendalian risiko yang kritis untuk dikomunikasikan kepada Direksi dan 
Komite Risiko Usaha dari Dewan Komisaris.  

c. Laporan tindak lanjut masalah: adalah laporan tindak lanjut bila diperoleh 
laporan adanya kelemahan pengendalian risiko, baik dari internal maupun 
eksternal. Perbaikan kelemahan pengendalian risiko ini harus segera 
dilaksanakan.  

 
F. DOKUMENTASI MANAJEMEN RISIKO 

Dokumentasi manajemen risiko adalah dokumen-dokumen yang diperlukan untuk 
mengelola proses penerapan manajemen risiko, baik oleh fungsi manajemen risiko 
ataupun para pemangku risiko. 
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Struktur dokumentasi manajemen risiko dibedakan menjadi: 
1. Dokumentasi rencana manajemen risiko (Risk Management Plan) 

Dokumen rencana manajemen risiko merupakan dasar untuk pelaksanaan 
manajemen risiko dan disusun oleh fungsi manajemen risiko. Dokumen rencana 
manajemen risiko berisi hal-hal berikut:  
a. Struktur tata kelola risiko (risk governance structure) yang antara lain meliputi:  

1) Kebijakan manajemen risiko;  
2) Peran dan tanggung jawab pelaksanaan manajemen risiko, baik yang harus 

memimpin, melaksanakan, maupun mendukung/membantu setiap 
kegiatan manajemen risiko, lengkap dengan kejelasan tanggung jawab dan 
akuntabilitasnya;  

3) Alur pengambilan keputusan dan batasan kewenangannya serta alur 
pelaporan internal maupun eksternal, termasuk format pelaporannya;  

4) Keterangan mengenai kecukupan sumber daya, baik orang, dana, waktu, 
sarana ruangan, maupun administrasi, dll;  

5) Metodologi untuk melakukan proses monitoring dan review serta 
ketentuan pelaksanaan audit pihak ketiga.  

 
b. Ketentuan mengenai metode dan teknik yang digunakan untuk tiap tahapan 

serta ketentuan-ketentuan baku lain, mencakup hal-hal antara lain:  
1) Metode, pendekatan, dan sumber-sumber informasi yang akan digunakan 

dalam proses manajemen risiko;  
2) Ketentuan mengenai jenis kemungkinan (likelihood) yang akan digunakan 

dan ukuran kuantitatifnya;  
3) Ketentuan ukuran dampak yang akan digunakan, a.l. dampak finansial dan 

dampak non-finansial beserta ukuran kuantitatifnya;  
4) Ketentuan mengenai selera risiko;  
5) Format-format dokumen manajemen risiko yang akan digunakan selama 

penerapan proses manajemen risiko.  
  

2. Dokumentasi proses manajemen risiko (Risk Management Documentation).  
Dokumentasi proses manajemen risiko, diperlukan untuk mengelola proses 
penerapan manajemen risiko oleh para pemangku risiko dan fungsi manajemen 
risiko. 
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BAB VI 

IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN 
 
 
Implementasi manajemen risiko perusahaan pada dasarnya adalah implementasi Kerangka 
Kerja Manajemen Risiko dan implementasi Proses Manajemen Risiko. Proses implementasi 
manajemen risiko perusahaan ini tidak dapat dilakukan terhadap seluruh tingkat organisasi 
dalam Perusahaan secara bersamaan karena keterbatasan waktu dan sumber daya lainnya, 
untuk itu perlu dilakukan secara bertahap. 
 
Penerapan proses manajemen risiko dilakukan pada saat: 
1. Untuk risiko kegiatan rutin, identifikasi risiko dilaksanakan bersamaan dengan 

penyusunan draft RKAP. 
2. Untuk risiko kegiatan non rutin atau investasi, identifikasi risiko dilaksanakan pada saat 

pengkajian kegiatan. 
3. Untuk risiko tak terencana atau risiko-risiko yang belum teridentifikasi sebelumnya, 

identifikasi risiko dilaksanakan setiap saat pada waktu ancaman terhadap pencapaian 
target atau tujuan perusahaan atau unit kerja teridentifikasi. 

 
Mekanisme implementasi manajemen risiko: 
1. Langkah kerja tahapan penentuan konteks sebagai berikut: 

Masing-masing unit kerja melakukan identifikasi seluruh kegiatan yang berpotensi 
menimbulkan risiko, termasuk tujuan kegiatan dan faktor eksternal dan internal yang 
berpengaruh terhadap pencapaian tujuan. 

 
2. Langkah kerja tahapan identifikasi risiko sebagai berikut: 

Unit kerja melakukan identifikasi risiko-risiko potensial yang dapat mengganggu 
pencapaian tujuan perusahaan/unit kerja/kegiatan, penyebab dan konsekuensinya 
apabila risiko tersebut terjadi. 

 
3. Langkah kerja tahapan analisis risiko sebagai berikut: 

a. Risiko-risiko yang telah diidentifikasi dilakukan penilaian tingkat dampak dan 
tingkat kemungkinan terjadinya risiko untuk menentukan inherent risk. 

b. Setelah dilakukan penilaian inherent risk, kemudian dilakukan identifikasi 
penanganan yang telah dan sedang dilakukan untuk risiko tersebut (eksisting 
kontrol). 

c. Setelah dilakukan eksisting kontrol, kemudian dilakukan penilaian kembali tingkat 
dampak dan tingkat kemungkinan terjadinya risiko tersebut untuk menentukan 
residual risk. 

d. Risiko-risiko yang telah dinilai, kemudian diperingkatkan berdasarkan residual risk 
untuk memperoleh prioritas penanganan. 

e. Penilaian inherent risk, residual risk risk dilakukan dengan menggunakan Tabel 
Dampak Risiko, Tabel Kemungkinan Terjadinya Risiko, serta Tabel Matriks Risiko. 
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f. Identifikasi kegiatan dan tujuan, identifikasi risiko, penentuan inherent risk, 

identifikasi eksisting kontrol, penilaian residual risk, dan identifikasi risk response 
dilakukan dengan menggunakan Daftar Risiko (Risk Register).  

g. Identifikasi kegiatan dan tujuan, identifikasi risiko, penentuan inherent risk, 
identifikasi eksisting kontrol, penilaian residual risk dan identifikasi risk response 
dilakukan oleh masing-masing Unit Kerja sebagai risk owner dengan pendekatan 
risk control self assessment (RCSA) dan dikonsultasikan dengan Sekretaris 
Perusahaan sebagai Unit Pengelola Manajemen Risiko Perusahaan. 

h. Setelah Daftar Risiko tersebut diisi, kemudian ditandatangani oleh penanggung 
jawab unit kerja. 

 
4. Langkah kerja tahapan evaluasi risiko oleh Sekretaris Perusahaan sebagai berikut: 

a. Mengkompulir Daftar Risiko Unit Kerja kemudian dimasukan ke dalam basis data 
risiko dan dikelompokkan berdasarkan tingkat risikonya. 

b. Melakukan pemeringkatan seluruh risiko mulai dari risiko dengan skor tertinggi 
sampai dengan terendah dari hasil pemeringkatan di seluruh unit kerja. 

c. Melakukan pemilihan risiko-risiko yang dianggap signifikan yang akan diusulkan 
masuk ke dalam risk register Perusahaan dengan mempertimbangkan aspek-aspek 
manajemen risiko perusahaan; 
1) Untuk risiko yang masuk ke dalam Kelompok Risiko Non Strategis disajikan 

dalam Formulir Risiko Non Strategis dan dibuat 2 (dua) rangkap: lembar 
pertama untuk dokumentasi Sekretaris Perusahaan dan lembar kedua 
disampaikan kepada unit kerja pemilik risiko untuk dilaksanakan perlakuan 
risiko sebagaimana yang telah direncanakan. 

2) Untuk risiko yang masuk ke dalam Kelompok Risiko Strategis disajikan dalam 
Formulir Risiko Strategis dan selanjutnya dimintakan persetujuan ke Direksi 
untuk ditetapkan sebagai Risiko Strategis Perusahaan. Risiko-risiko yang 
dianggap signifikan kemudian dipilih untuk menjadi risiko-risiko yang akan 
diusulkan Direksi sebagai Komite Risiko untuk masuk ke dalam Risk Register 
Perusahaan. 

d. Mereview expected risk yang akan diusulkan masing-masing Unit Kerja untuk risiko-
risiko yang ada dalam usulan risk Register Perusahaan, serta kemudian menetapkan 
usulan expected risk untuk diajukan kepada Komite Risiko; 

e. Menetapkan usulan rencana risk response secara lebih detail, termasuk 
menentukan risk owner dan PIC (person in charge) dari response-nya, perkiraan 
kebutuhan biaya, dan target waktu penyelesaian untuk diajukan kepada Komite 
Risiko; 

f. Mengajukan usulan Risk Register Perusahaan kepada Komite Risiko; 
g. Melakukan penyesuaian atas expected risk dan rencana risk response sesuai dengan 

revisi yang ditetapkan Komite Risiko; 
h. Melakukan koordinasi dengan para risk owner dan PIC risk response untuk 

memastikan penyelesaian rencana risk response. 
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5. Langkah kerja tahapan perlakuan risiko oleh Unit Kerja sebagai berikut: 

Masing-masing risk owner harus melaporkan progress risk response dan rekomendasi 
terkait risiko-risiko yang ada dalam Risk Register Perusahaan yang menjadi tanggung 
jawabnya kepada Sekretaris Perusahaan yang dilakukan secara periodik setiap 
semester, paling lambat minggu kedua bulan Juli dan Januari. 
a. Unit kerja menerima daftar risiko strategis dan risiko non strategis dari Sekretaris 

Perusahaan. 
b. Pelaksanaan seluruh rencana tindak yang telah direncanakan sebagai mana 

tertuang dalam Formulir Risiko Strategis dan Formulir Risiko Non Strategis. 
c. Pelaksanaan rencana tindak sebagai perwujudan dari perlakuan risiko harus 

didokumentasikan oleh masing-masing unit kerja. Dokumentasi ini sebagai bahan 
evaluasi pelaksanaan perlakuan risiko. 

d. Secara periodik setiap unit kerja menyampaikan laporan pelaksanaan rencana 
perlakuan risiko ke Sekretaris Perusahaan selaku unit pengelola risiko. Laporan 
tersebut memuat materi sebagai berikut: 
1) Risiko yang teridentifikasi. 
2) Pelaksanaan perlakuan risiko. 
3) Kemajuan dan hambatan dalam pelaksanaan implementasi risiko. 
4) Perubahan rencana tindak, apabila ada penambahan atau pengurangan 

pelaksanaan rencana tindak. 
5) Informasi lain yang relevan. 
Laporan Pelaksanaan Perlakuan Risiko disampaikan secara periodik ke Sekretaris 
Perusahaan bersamaan dengan saat penyampaian Laporan Manajemen unit kerja. 

 
6. Langkah kerja tahapan pemantauan risiko oleh Sekretaris Perusahaan dan Unit Audit 

Internal sebagai berikut: 
Sekretaris Perusahaan sebagai Unit Pengelola Manajemen Risiko Perusahaan 
melakukan aktivitas pengendalian dan monitoring terhadap perkembangan 
penanganan risiko antara lain melalui evaluasi laporan dari masing-masing risk owner 
serta mekanisme lain yang dirasakan perlu . 
Pelaksanaan pemantauan risiko dilaksanakan oleh unit kerja yang bersangkutan serta 
dilaksanakan Unit Audit Internal. 
a. Unit Kerja: 

1) Memantau kemajuan dan hambatan dalam pelaksanaan perlakuan risiko. 
2) Mengambil semua langkah yang diperlukan bila dijumpai hambatan dalam 

pelaksanaan perlakuan risiko. 
b. Unit Audit Internal: 

1) Melaksanakan pemantauan atau audit atas pelaksanaan perlakuan risiko pada 
setiap unit kerja. 

2) Pelaksanaan pemantauan ditambahkan sebagai langkah kerja dalam program 
audit untuk unit kerja. 
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3) Hasil pemantauan dituangkan dalam Laporan Hasil Perlakuan Risiko sebagai 
tambahan dari laporan hasil audit, yang memuat materi kemajuan dan 
hambatan dalam pelaksanaan perlakuan risiko, serta saran perbaikan dalam 
pelaksanaan implementasi manajemen risiko pada unit kerja yang 
bersangkutan. 

4) Materi laporan yang berkaitan dengan manajemen risiko disampaikan pula 
kepada Sekretaris Perusahaan sebagai bahan penyusunan laporan 
implementasi manajemen risiko. 

 
7. Langkah kerja tahapan pelaporan oleh Sekretaris Perusahaan sebagai berikut: 

Sekretaris Perusahaan memberikan laporan kepada Direksi secara periodik setiap 
semester, paling lambat minggu kedua bulan Agustus dan Februari. 
Pelaksanaan penyusunan Laporan Implementasi Manajemen Risiko oleh Sekretaris 
Perusahaan: 
a. Menerima laporan-laporan sebagai materi penyusunan laporan implementasi: 

1) Menerima Laporan Pelaksanaan Perlakuan Risiko dari semua unit kerja. 
2) Menerima Laporan Evaluasi Perlakuan Risiko dari Unit Audit Internal. 

b. Rekapitulasi dan simpulkan kemajuan pelaksanaan perlakuan risiko oleh semua unit 
kerja. 

c. Identifikasi dan simpulkan semua hambatan dalam pelaksanaan perlakuan risiko 
oleh semua unit kerja. 

d. Susun laporan implementasi dengan materi sebagaimana diuraikan pada huruf b. 
e. Menyampaikan Laporan Implementasi Manajemen Risiko kepada Direksi dan 

Dewan Komisaris atau Pemegang Saham. 
 

Alur proses (flowchart) mekanisme penerapan proses manajemen risiko perusahaan 
digambarkan dalam Lampiran 4. 
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